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ABSTRAK

Nurhayati, 2026. Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. (dibimbing oleh Bapak
Barisan dan Bapak Muh. Akbar Ali)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan dan implementasi
kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, khususnya terkait
keberadaan pasar pagi di sekitar area pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara,
dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari pemerintah daerah, pengelola pasar, aparat
penertiban, serta pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek perumusan,
kebijakan pengelolaan pasar telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat serta didukung oleh Peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Namun demikian,
dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan belum
berjalan secara optimal. Implementasi kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan antara
regulasi dan kondisi di lapangan, yang ditandai dengan masih banyaknya pedagang yang
berjualan di luar area pasar dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan. Faktor-faktor
yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan sumber daya, komunikasi antar
pelaksana yang belum efektif, disposisi pelaksana yang kurang tegas, serta kondisi sosial
ekonomi pedagang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan Pasar
Sentral Pinrang belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan pasar.
Diperlukan upaya peningkatan koordinasi, konsistensi pengawasan, serta pendekatan
kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai

secara optimal.

Kata Kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, pengelolaan pasar, pasar pagi
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ABSTRACT

Nurhayati, 2026. Policy on the Management of the Central Market of Pinrang. Supervised by
Mr. Barisan and Mr. Muh. Akbar Ali.

This study aims to analyze the policy formulation and implementation of local
government policies in managing the Central Market of Pinrang, particularly concerning the
existence of morning markets around the market area. This research employs a qualitative
approach with a descriptive type. Data were collected through observation, interviews, and
documentation involving informants from local government, market management, enforcement
officers, and traders. The results show that in terms of policy formulation, the market
management policy already has a clear legal basis through Regional Regulation Number 6 of
2024 concerning Market Management, supported by regulations related to public order.
However, in its implementation, several challenges remain, causing the policy to be not fully
effective. The implementation reveals a gap between formal regulations and field conditions,
as indicated by the presence of many traders operating outside the official market area and the
low level of compliance with existing rules. Factors influencing this situation include limited
resources, ineffective communication among implementers, lack of firmness in the
implementers’ disposition, and the socio-economic conditions of traders. Thus, it can be
concluded that the market management policy of the Central Market of Pinrang has not been
fully effective in creating orderly and well-organized market conditions. Therefore,
improvements are needed in coordination, consistency of supervision, and more adaptive
policy approaches that consider the socio-economic conditions of the community in order to

achieve optimal policy outcomes.

Keywords: public policy, policy implementation, market management, morning market
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat
yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjadi
sumber mata pencaharian bagi banyak pedagang. Keberadaan pasar tidak hanya
berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi ruang interaksi
sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu,
pengelolaan pasar yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar
aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib, aman, dan nyaman bagi
pedagang maupun masyarakat yang berbelanja. Menurut Hartanto (2025), pasar
tradisional memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat
kecil sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Di tengah berkembangnya pasar modern dan digitalisasi perdagangan, pasar
tradisional tetap menjadi pilihan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke
bawah karena harga yang relatif terjangkau serta adanya hubungan sosial yang kuat
antara penjual dan pembeli. Selain menjadi tempat transaksi ekonomi, pasar
tradisional juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi dalam kehidupan
masyarakat.. Marjoyo et al. (2024) menjelaskan bahwa pasar tradisional tidak hanya
berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat

interaksi sosial, membangun kepercayaan antar pelaku ekonomi, serta menciptakan



solidaritas ekonomi di tingkat lokal.

Meskipun memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat,
pengelolaan pasar tradisional di berbagai daerah masih menghadapi berbagai
tantangan. Permasalahan yang sering muncul antara lain penataan pedagang yang
kurang teratur, keterbatasan fasilitas pasar, serta lemahnya pengawasan terhadap
aktivitas perdagangan. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan munculnya
pedagang yang berjualan di luar area pasar atau yang dikenal dengan istilah pasar
tumpah. Keberadaan pedagang di luar area pasar tidak hanya mengganggu
ketertiban umum, tetapi juga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas serta
mengurangi kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar. Nugrohoa
et al. (2024) menyatakan bahwa lemahnya manajemen pengelolaan pasar dan
kurang optimalnya kebijakan penataan pedagang menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan rendahnya efektivitas pelayanan publik di sektor pasar rakyat.

Permasalahan terkait pengelolaan pasar juga terjadi pada Pasar Sentral
Pinrang yang merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat di
Kabupaten Pinrang. Pasar ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
ekonomi masyarakat serta menjadi tempat utama bagi pedagang dalam melakukan
aktivitas perdagangan. Namun dalam perkembangannya, pengelolaan Pasar Sentral
Pinrang menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan penataan

pedagang yang berjualan di luar area pasar.



Menurut laporan Detikcom (2025), kondisi Pasar Sentral Pinrang
menunjukkan adanya permasalahan dalam penataan pedagang. Banyak lapak di
dalam pasar yang tidak terurus, sementara sebagian pedagang justru memilih
berjualan di luar area pasar bahkan hingga memanfaatkan badan jalan. Laporan
Detikcom (2025) juga menyebutkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan aktivitas
perdagangan berpindah dari dalam pasar ke area jalan sehingga menimbulkan
kemacetan dan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, penataan pedagang yang
tidak terkontrol juga membuat lingkungan pasar terlihat kurang tertib dan semrawut
bagi masyarakat yang berbelanja.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan
pembangunan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan kondisi yang terjadi di
lapangan. Pasar yang seharusnya menjadi tempat utama bagi pedagang untuk
melakukan aktivitas perdagangan justru tidak dimanfaatkan secara optimal.
Sebaliknya, sebagian pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar karena
dianggap lebih strategis dan lebih mudah dijangkau oleh pembeli.

Selain itu, keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang juga
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas perdagangan di wilayah
tersebut. Pasar pagi yang awalnya berkembang dari aktivitas masyarakat secara
swadaya menyebabkan sebagian pedagang membuka lapak di luar area pasar.
Aktivitas perdagangan tersebut bahkan berlangsung hingga siang hari sehingga
menyebabkan pedagang semakin banyak memanfaatkan area luar pasar sebagai

tempat berdagang. Kondisi ini pada akhirnya membuat fungsi pasar yang telah



disediakan oleh pemerintah menjadi kurang optimal karena sebagian pedagang lebih
memilih lokasi yang dianggap lebih ramai dilalui oleh pembeli.

Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur
pengelolaan pasar dan ketertiban aktivitas perdagangan. Salah satu kebijakan
tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah
daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pasar yang memadai
serta melakukan pengelolaan pasar secara teratur. Selain itu, pedagang juga
diwajibkan untuk menempati tempat atau fasilitas yang telah disediakan di dalam
area pasar agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib dan
terorganisir.

Selain Peraturan Daerah tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan
kebijakan yang berkaitan dengan ketertiban penggunaan ruang publik melalui
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa
masyarakat dilarang menggunakan bahu jalan untuk aktivitas yang dapat
mengganggu ketertiban umum, termasuk aktivitas berdagang yang dapat
menyebabkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,
kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pedagang yang berjualan
di luar area pasar bahkan hingga memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat

berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan yang



telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan atau policy gap. Nawang
Kusuma (2024) menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara perumusan kebijakan
dan kondisi empiris masyarakat menjadi salah satu penyebab utama lemahnya
efektivitas kebijakan publik.

Dalam konteks implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti koordinasi antar lembaga,
pengawasan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan yang
telah ditetapkan. Menurut Santi Octriani et al. (2022) juga menegaskan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada penerapan
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses
pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menelusuri bagaimana kebijakan
pengelolaan  pasar  dirumuskan serta bagaimana kebijakan tersebut
diimplementasikan di lapangan. Munculnya pasar pagi di sekitar Pasar Sentral
Pinrang menimbulkan pertanyaan apakah persoalan terjadi pada aspek
perumusannya, pada implementasinya, atau pada keduanya. Karena itu, penelitian
ini mencoba menganalisis dua aspek utama tersebut untuk mengetahui letak
persoalan kebijakan dan bagaimana kebijakan pengelolaan pasar dapat ditingkatkan

agar lebih efektif dalam menciptakan pasar yang tertib, aman, dan teratur.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana proses Perumusan Kebijakan pemerintah daerah yang
mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang?
2. Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mengatur

keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana
kebijakan publik pemerintah daerah dilaksanakan dalam pengelolaan pasar
tradisional, khususnya terkait keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral
Pinrang. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perumusan kebijakan
pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar
Sentral Pinrang.

Tujuan ini menelusuri bagaimana perumusan pengelolaan pasar
dirumuskan, dasar hukum yang digunakan, serta bagaimana kebijakan
tersebut mengatur penataan pedagang baik di dalam maupun di luar area
pasar resmi.

2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam

menata dan mengelola aktivitas pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang.



Tujuan ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan secara
efektif, bagaimana koordinasi antarinstansi berjalan, serta faktor-faktor apa
saja yang menyebabkan pedagang tetap memilih berjualan di luar area
resmi.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan
kondisi kebijakan yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan analisis kritis
terhadap efektivitas kebijakan publik yang dijalankan pemerintah daerah dalam
menciptakan keteraturan, keadilan, dan keseimbangan ekonomi di lingkungan pasar
rakyat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah
Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan efektivitas penataan dan penertiban
pedagang melalui penguatan koordinasi antarinstansi, pengawasan yang

berkelanjutan, serta penegakan aturan yang lebih konsisten

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian
administrasi publik, khususnya dalam analisis proses dan implementasi
kebijakan publik di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini memperkuat
penerapan teori kebijakan publik dan teori implementasi dalam konteks

pengelolaan pasar tradisional.



2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi
Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan efektivitas penataan dan
penertiban pedagang melalui penguatan koordinasi antarinstansi, pengawasan
yang berkelanjutan, serta penegakan aturan yang lebih konsisten.
3. Manfaat Sosial
Secara sosial, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi
pedagang dan masyarakat sekitar Pasar Sentral Pinrang. Dengan adanya
kebijakan yang lebih jelas dan berkeadilan, pedagang akan memiliki kepastian
hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sementara masyarakat dapat
menikmati lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan
pedagang dalam mendukung kebijakan publik, karena keberhasilan
implementasi kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pelaku
pasar dan dukungan publik terhadap regulasi yang diterapkan pemerintah

daerah



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Landasan Teori
2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi sarana bagi pemerintah untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik
pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya
berkaitan dengan keputusan formal pemerintah, tetapi juga menyangkut proses
perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Menurut William N. Dunn dalam Fatmariyanti & Fauzi (2023)
menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan
yang dirancang secara rasional untuk memecahkan masalah masyarakat. Ia
menekankan bahwa kebijakan publik adalah proses problem solving yang
berorientasi pada hasil analisis sistematis terhadap persoalan publik.

Menurut James E. Anderson dalam bukunya Public Policymaking
mendefinisikan kebijakan 9ublic sebagai “a purposive course of action followed by
an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.” Anderson

menjelaskan kebijakan publik merupakan respon pemerintah terhadap tekanan
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sosial, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik
tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses politik dan
administratif yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah sebagai aktor
utama harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, sumber daya, serta
konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil agar kebijakan yang dihasilkan
mampu memberikan solusi yang efektif terhadap masalah publik ( Rizkwanti &
Caspari, 2024).

Definisi kebijakan publik juga dikemukakan oleh Thomas R. Dye
sebagaimana dijelaskan dalam Kurniati (2022) yang mengatakan bahwa kebijakan
publik adalah “whatever governments choose to do or not to do”, yang berarti setiap
tindakan atau ketidaktindakan pemerintah memiliki konsekuensi bagi masyarakat.
Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya dilihat dari keputusan
yang diambil, tetapi juga dari keputusan yang diabaikan oleh pemerintah, karena
keduanya sama-sama berdampak terhadap kehidupan publik.

Carl J. Friedrich (1963) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan
tindakan yang diarahkan oleh nilai-nilai sosial dan tujuan tertentu yang disepakati
bersama antara pemerintah dan masyarakat. Artinya, kebijakan publik tidak hanya
menjadi instrumen kekuasaan administratif, tetapi juga hasil dari interaksi nilai-nilai
sosial, ekonomi, dan politik yang hidup dalam masyarakat (Putra Kaslin Hutabarat,
2025).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan

publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh
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pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan publik serta mencapai tujuan
pembangunan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya dilihat dari isi kebijakan
itu sendiri, tetapi juga dari proses bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan,
dilaksanakan, dan dievaluasi.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik memiliki peran
yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat,
termasuk dalam pengelolaan pasar tradisional. Pemerintah daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal memiliki kewenangan untuk
merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan
aktivitas perdagangan, penataan pedagang, serta penyediaan fasilitas pasar yang
memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sucahyo et al., 2023), kebijakan
pengelolaan pasar yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam
aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan
masyarakat yang melakukan transaksi di pasar. Selain itu, penelitian oleh (Ali abdul
wakhid et al., 2022) juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam
pengelolaan pasar tradisional berperan penting dalam menjaga stabilitas aktivitas
ekonomi masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi lokal.

2.2 Proses Analisis Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn
Analisis kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan
untuk memahami, menilai, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah. Analisis kebijakan bertujuan untuk menghasilkan informasi

yang relevan bagi para pengambil keputusan agar kebijakan yang dihasilkan mampu
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memberikan solusi terhadap masalah publik yang dihadapi masyarakat.

Menurut Dunn, analisis kebijakan merupakan proses intelektual yang
menggunakan berbagai metode dan teknik analisis untuk menghasilkan informasi
yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan tidak
hanya berfokus pada isi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut
dirumuskan, dilaksanakan, serta dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan
kebijakan tersebut (Fatmariyanti & Fauzi, 2023).

Dunn menjelaskan bahwa analisis kebijakan terdiri dari beberapa tahapan
penting yang saling berkaitan, yaitu perumusan masalah, peramalan kebijakan,
rekomendasi kebijakan, pemantauan kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Tahapan-
tahapan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang dinamis
dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perubahan kondisi

sosial, ekonomi, dan politik.

. Perumusan Masalah (Problem Structuring)

Tahap pertama dalam analisis kebijakan adalah perumusan masalah
(problem structuring). Pada tahap ini pemerintah berusaha mengidentifikasi dan
memahami permasalahan publik yang memerlukan intervensi kebijakan.
Perumusan masalah merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan arah
kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Apabila masalah yang dirumuskan
tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kebijakan yang dihasilkan juga

berpotensi tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di
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masyarakat. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan pemahaman yang mendalam
terhadap kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang melatarbelakangi

munculnya suatu masalah publik.

. Perammalan (Forecasting)

Pada tahap ini pemerintah mencoba memprediksi berbagai kemungkinan
dampak yang dapat muncul dari kebijakan yang akan diterapkan. Peramalan
dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang dapat
diambil serta konsekuensi yang mungkin timbul apabila kebijakan tersebut
dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dampak
positif maupun negatif dari suatu kebijakan sehingga pemerintah dapat memilih
alternatif kebijakan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah publik yang

dihadapi.

. Rekomendasi (Prescribing)

Tahap ini merupakan proses memilih alternatif kebijakan yang dianggap
paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Rekomendasi kebijakan biasanya didasarkan pada hasil analisis terhadap berbagai
alternatif kebijakan yang tersedia serta mempertimbangkan berbagai aspek seperti
efektivitas, efisiensi, dan kelayakan kebijakan tersebut untuk diterapkan. Melalui
tahap ini, pembuat kebijakan dapat menentukan pilihan kebijakan yang paling

rasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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4. Pemantauan (monitoring).

Dunn menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan untuk melihat sejauh mana
kebijakan yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pada tahap ini pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
di lapangan serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses
implementasi kebijakan. Pemantauan kebijakan menjadi penting karena melalui
proses ini pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan
benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang terlibat

dalam pelaksanaannya.

5. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam siklus analisis kebijakan 14ublic
yang berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang
ditetapkan dan memberikan dampak terhadap 14ublic 14ral. Dunn menegaskan
bahwa “evaluation is the appraisal of the content, implementation, and impact of a
policy.” Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan konteks
pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William
N. Dunn digunakan untuk memahami bagaimana proses kebijakan pengelolaan
pasar dirumuskan oleh pemerintah daerah, mulai dari identifikasi permasalahan
hingga evaluasi kebijakan yang diterapkan. Pendekatan analisis kebijakan

membantu peneliti dalam melihat bagaimana suatu kebijakan disusun secara
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sistematis melalui tahapan-tahapan analisis yang mencakup identifikasi masalah,
penentuan alternatif kebijakan, hingga evaluasi terhadap kebijakan yang telah
dilaksanakan. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Khairina & Muhammad
Syaifuddin, 2023), analisis kebijakan merupakan proses yang tidak hanya berfokus
pada pengumpulan dan analisis informasi, tetapi juga mempertimbangkan berbagai
aspek yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan serta pilihan alternatif
kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu
permasalahan.

Melalui pendekatan analisis kebijakan tersebut diharapkan dapat diketahui
bagaimana kebijakan pengelolaan pasar dilaksanakan serta sejauh mana kebijakan
tersebut mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pasar.
Penelitian mengenai analisis kebijakan juga menunjukkan bahwa proses evaluasi
dan pemantauan kebijakan menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas
kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian
(Kurhayadi, 2023) yang menjelaskan bahwa analisis kebijakan digunakan untuk
menilai sejauh mana kebijakan public mampu memberikan dampak terhadap
penyelesaian masalah public serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa
mendatang.

2.3 Teori Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan
publik karena pada tahap inilah keputusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah

diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Tanpa implementasi yang
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efektif, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan
dampak yang signifikan bagi masyarakat. Implementasi kebijakan menjadi proses
yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan atau tidak. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan publik sangat
dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh berbagai pihak
yang terlibat dalam proses implementasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn ( 19975: 447) Sebagimana di jelaskan
dalam Akbar et al (2025) Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang
dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta,
yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan
kebijakan sebelumnya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan proses
yang menghubungkan antara keputusan kebijakan dengan hasil yang diharapkan
dari kebijakan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Muksin et al., 2024) juga
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus
kebijakan publik karena pada tahap ini kebijakan yang telah dirumuskan mulai
dijalankan oleh organisasi pelaksana serta berbagai pihak yang terlibat dalam
pelaksanaannya.

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh beberapa variabel penting yang saling berkaitan. Variabel-variabel
tersebut meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar
organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta

disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Keenam variabel tersebut menjadi faktor
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utama yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif
di lapangan. Penelitian oleh (Azzahra et al., 2025) menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan
kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi yang baik antar lembaga
pelaksana kebijakan.
. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan aspek pertama yang menentukan arah
implementasi. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Mubarok et al (2020)
menegaskan bahwa standar dan tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas
agar para pelaksana kebijakan dapat memahami arah dan tujuan kebijakan yang
akan dilaksanakan. Apabila tujuan kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, maka
implementasi kebijakan akan sulit dilakukan secara konsisten. Standar kebijakan
juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan
di lapangan sehingga mereka dapat mengetahui apa yang menjadi target serta hasil
yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan
akan memudahkan proses pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan
tidak dirumuskan secara jelas, maka pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan
dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan yang konkret.
. Sumber Daya
Variabel kedua yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi

adalah ketersediaan sumber daya. Menurut Edwards III (1980), Sumber daya yang



18

dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang
memadai akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber
daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik akan
mempermudah proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, dukungan
anggaran yang cukup juga menjadi faktor penting agar program atau kegiatan yang
direncanakan dalam kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Tanpa dukungan
sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik akan
sulit dilaksanakan secara efektif (Mubarok et al., 2020).
3. Komunikasi Antar Pelaksana

Komunikasi Antar Pelaksana adalah prasyarat penting dalam implementasi
kebijakan. Edwards III (1980:10) Implementasi kebijakan biasanya melibatkan
berbagai instansi pemerintah sehingga diperlukan komunikasi yang baik antar
lembaga pelaksana. Komunikasi yang efektif akan membantu menyamakan
pemahaman mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan. Melalui komunikasi yang
baik, informasi mengenai tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan, serta tugas
masing-masing pihak dapat disampaikan secara jelas kepada seluruh pelaksana
kebijakan. Apabila komunikasi antar organisasi tidak berjalan dengan baik, maka
dapat terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan yang pada akhirnya

dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan (Mubarok et al., 2020).
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4. Karakteristik Pelaksana Kebijakan
Karakteristik organisasi pelaksana seperti struktur birokrasi, pola koordinasi,
serta kemampuan organisasi dalam menjalankan tugasnya juga mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur
yang jelas serta sistem koordinasi yang baik akan lebih mudah dalam menjalankan
kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, kapasitas kelembagaan yang kuat juga
akan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan karena organisasi pelaksana
memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya serta menjalankan program
yang telah direncanakan.
5. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang
Lingkungan sosial ekonomi masyarakat sering kali mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi masyarakat, tingkat
pendidikan, serta budaya masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat
terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Babasa (2015) menjelaskan Selain
itu, kondisi politik juga dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan,
terutama apabila kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan berbagai
kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses implementasi kebijakan
pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan politik
masyarakat agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima serta didukung oleh

masyarakat.
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6. Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan juga turut memengaruhi efektivitas
implementasi. Edwards III (1980:84) menegaskan bahwa Disposisi atau sikap
pelaksana kebijakan berkaitan dengan komitmen, integritas, serta kesediaan
pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila
pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang kuat, maka implementasi kebijakan
akan lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya, apabila pelaksana kebijakan tidak
memiliki komitmen atau kurang mendukung kebijakan yang diterapkan, maka
kebijakan tersebut berpotensi tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu,
sikap serta komitmen pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan (Mubarok et al.,
2020).

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van
Meter dan Carl E. Van Horn memberikan kerangka analisis yang komprehensif
untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, seperti standar dan tujuan
kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana,
kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana
kebijakan. Variabel-variabel tersebut menjadi faktor penting yang menentukan

keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Andika Doni Setiawan, 2025).
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Melalui model ini, peneliti dapat menganalisis sejauh mana kebijakan dapat
dilaksanakan secara efektif dengan melihat keterkaitan antara standar kebijakan,
sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi
lingkungan, serta disposisi pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan pada
dasarnya merupakan proses yang menghubungkan antara keputusan kebijakan
dengan hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut sehingga diperlukan
koordinasi yang baik antara organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta
dukungan lingkungan sosial yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai
secara optimal (Haryanto et al., 2024).

Oleh karena itu, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn
dinilai relevan untuk digunakan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan
pengelolaan Pasar Sentral dalam penelitian ini. Dengan menggunakan model
tersebut, penelitian ini dapat melihat secara lebih mendalam faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan
pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah.

2.4 Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat
yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Pasar
tradisional tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas transaksi jual beli
antara pedagang dan pembeli, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang
mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi

dan sosial yang berbeda. Keberadaan pasar tradisional memiliki fungsi strategis
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karena mampu menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga
yang relatif terjangkau serta menjadi tempat distribusi berbagai produk lokal yang
dihasilkan oleh masyarakat (Wiwin Fahlinawati & Nasrudin, 2025). Selain itu, pasar
tradisional juga menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat,
terutama pedagang kecil dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas
ekonominya pada kegiatan perdagangan di pasar. Peran pasar tradisional dalam
mendukung kegiatan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa keberadaannya
tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial karena
menjadi ruang interaksi dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
(Rahmadi & Hastuti, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan pasar tradisional
memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah agar kegiatan
perdagangan dapat berlangsung secara tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pihak
yang terlibat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Menurut Laili et al (2022),
kebijakan pengelolaan pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik
seperti pembangunan fasilitas pasar, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi,
serta tata kelola pasar yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks ini,
pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas
perdagangan, menata pedagang, serta menyediakan fasilitas yang memadai bagi
masyarakat. Pengelolaan pasar yang baik tidak hanya berfokus pada pembangunan
infrastruktur pasar, tetapi juga mencakup pengaturan tata ruang pasar, pengelolaan

kebersihan dan keamanan, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang
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berlangsung di dalam maupun di sekitar area pasar (Santi Octriani, 2022)

Kebijakan pengelolaan pasar tradisional juga harus mempertimbangkan
kondisi sosial ekonomi pedagang. Rustiana et al (2022), menjelaskan bahwa
pedagang kecil sering kali mengambil keputusan ekonomi berdasarkan potensi
keuntungan yang dapat diperoleh setiap hari. Oleh karena itu, banyak pedagang
memilih lokasi berjualan yang dianggap lebih strategis dan memiliki potensi
pembeli yang lebih besar, meskipun lokasi tersebut tidak selalu sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini sering kali menyebabkan
munculnya pedagang yang berjualan di area yang tidak semestinya, seperti di bahu
jalan atau di luar area pasar yang telah disediakan. Apabila kondisi tersebut tidak
dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti
kemacetan, ketidaktertiban, serta menurunnya kenyamanan bagi masyarakat yang
beraktivitas di sekitar pasar.

Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral, pemerintah daerah memiliki
tanggung jawab untuk menciptakan sistem pengelolaan pasar yang mampu
mengakomodasi kebutuhan pedagang sekaligus menjaga ketertiban lingkungan
pasar. Kebijakan pengelolaan pasar harus mampu menyeimbangkan antara
kepentingan ekonomi pedagang dengan kepentingan masyarakat luas agar aktivitas
perdagangan dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan. Upaya penataan
pedagang, pengaturan lokasi berjualan, serta pengawasan terhadap aktivitas
perdagangan menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan pasar yang

lebih tertib dan terorganisir Regina Lestari et al (2023),
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Upaya pengelolaan pasar tersebut juga perlu didukung oleh regulasi yang
jelas sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, Pemerintah
Kabupaten Pinrang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang mengatur mengenai
penyelenggaraan dan pengelolaan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Pinrang.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung
jawab dalam menyediakan fasilitas pasar yang memadai, melakukan penataan
pedagang, serta mengelola aktivitas perdagangan agar dapat berlangsung secara
tertib dan teratur. Selain itu, upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan
pasar juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang mengatur
mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta
keindahan kawasan publik termasuk di area pasar

Dengan adanya berbagai kebijakan dan regulasi tersebut, diharapkan
pengelolaan pasar tradisional dapat berjalan secara lebih terarah dan teratur.
Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga
sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut
dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, pengelolaan pasar
yang baik memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, serta
para pedagang agar tercipta lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan mampu
mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan

dengan pandangan Nugrohoa (2024), yang menyatakan bahwa keberhasilan
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pengelolaan pasar sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam
mengelola kebijakan, melakukan pengawasan, serta membangun kerja sama dengan

para pelaku ekonomi di pasar.

B. Penelitian Terdahulu
Kajian penelitian terdahulu penting dilakukan untuk melihat sejauh mana isu
kebijakan 25 ublic dan pengelolaan pasar tradisional telah diteliti, sekaligus
mengidentifikasi ruang kosong penelitian (research gap) yang belum dijawab oleh
penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian menyoroti permasalahan manajemen
pasar, efektivitas pelayanan, dan implementasi kebijakan daerah, namun besar
belum meneliti secara spesifik fenomena pasar pagi di luar area resmi serta
bagaimana kebijakan daerah mengatur dan mengendalikan aktivitas tersebut.
Penelitian oleh Syafa’at, Jatmika, & Hidayat (2019) berjudul “Manajemen
Pasar Tradisional dalam Peningkatan Efektivitas dan Pelayanan Publik”
menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pasar sangat dipengaruhi oleh kualitas
fasilitas pasar, partisipasi pedagang, serta kebijakan pemerintah. Meskipun relevan
dalam menggambarkan hubungan manajemen dan efektivitas pelayanan, penelitian
ini tidak membahas kebijakan yang mengatur pasar informal seperti pasar pagi.
Penelitian Pungky Praja Jatmika (2017) dalam “Kebijakan Pemerintah
Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Probolinggo” menemukan
bahwa revitalisasi pasar dan pembentukan paguyuban pedagang membantu menata

pasar, tetapi kurangnya koordinasi antarinstansi membuat implementasi kebijakan
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belum optimal. Penelitian ini penting sebagai rujukan mengenai hambatan
implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Penelitian Idrus, Ilato, & Mozin (2016) dalam “Implementasi Kebijakan
Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Sentral Kota Gorontalo” menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan retribusi belum berjalan efektif karena keterbatasan SDM,
lemahnya pengawasan, dan ketidaktegasan pelaksana kebijakan. Penelitian ini
mendekati penelitianmu karena menyoroti implementasi kebijakan di pasar sentral,
namun tidak membahas dinamika pasar pagi.

Penelitian Rostiena Pasciana, Friska Prastya Harlis, & Latifah Nur Safira
(2023) berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di UPTD Pasar
Cikajang Kabupaten Garut” mengungkapkan bahwa kebijakan pengelolaan pasar
belum efektif karena koordinasi antarinstansi lemah, SDM terbatas, dan partisipasi
pedagang rendah. Temuan ini sangat relevan karena menggambarkan kendala
implementasi, yang juga paralel dengan kondisi di Pasar Sentral Pinrang.

Penelitian Maria A. K. Sulman, Indriyati, & Molan (2024) dalam “Evaluasi
Tata Kelola Pasar Menuju Pasar yang Adil, Efisien, dan Berkelanjutan”
menggunakan teori William N. Dunn untuk menilai efektivitas kebijakan pasar.
Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya efektif dan
membutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat. Relevan dari sisi teori evaluasi

kebijakan, namun tetap tidak mengkaji fenomena pasar pagi.



Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu
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NO | Penelitian & | Judul Penelitian | Metode Temuan Relevansi
Tahun dengan
Penelitian ini
1 | Syafa’at, Manajemen Pasar | Kualitatif | Efektivitas Relevan karena
Jatmika, & Tradisional dalam pengelolaan menekankan
Hidayat Peningkatan pasar dipengaruhi | hubungan
(2019 Efektivitas dan kebijakan manajemen
Pelayanan Publik pemerintah, pasar dan
partisipasi efektivitas
pedagang, dan pelayanan;
fasilitas pasar tidak spesifik
pasar pagi
2 | Pungky Kebijakan Kualitatif | Revitalisasi pasar | Relevan untuk
Praja Pemerintah & paguyuban memahami
Jatmika Daerah dalam pedagang tantangan
(2017) Pengelolaan Pasar berjalan; implementasi
Tradisional di koordinasi kebijakan di
Kota Probolinggo antarinstansi tingkat daerah
kurang optimal
3 | Ainun Implementasi Kualitatif | Implementasi Relevan
Fauziah Kebijakan retribusi pasar | karena
Isnani Idrus, | Retribusi belum optimal | menekankan
Ilato, & Pelayanan Pasar akibat SDM implementasi
Mozin di Pasar Sentral terbatas dan kebijakan;
(2016 Kota Gorontalo lemahnya tidak
pengawasan membahas
pasar pagi
4 | Rostiena Implementasi Kualitatif | Kebijakan Sangat
Pasciana, Kebijakan belum efektif relevan,
Friska Pengelolaan karena paralel
Prastya Pasar di UPTD lemahnya dengan
Harlis, & Pasar Cikajang koordinasi, kendala
Latifah Nur | Kabupaten keterbatasan implementasi
Safira (2023 | Garut SDM, dan di Pasar
kurangnya Sentral
partisipasi Pinrang
pedagang
5 | Maria A. K. | Evaluasi Tata Kualitatif | Kebijakan Relevan
Sulman, Kelola Pasar belum karena
Indriyati, & | Menuju Pasar sepenuhnya menggunakan
Molan yang Adil, efektif; perlu teori William
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NO | Penelitian & | Judul Penelitian | Metode Temuan Relevansi
Tahun dengan
Penelitian ini
(2024) Efisien, dan peningkatan N. Dunn;
Berkelanjutan partisipasi tidak
masyarakat membahas
pasar pagi

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, terlihat jelas bahwa terdapat
sejumlah celah penelitian yang belum terjawab dan menjadi dasar penting mengapa
penelitian ini perlu dilakukan. Berbagai penelitian sebelumnya memang telah
membahas pengelolaan pasar tradisional dari sisi manajemen, pelayanan publik,
pengawasan, hingga implementasi kebijakan secara umum. Namun, penelitian-
penelitian tersebut bersifat luas dan tidak menyoroti fenomena spesifik mengenai
keberadaan pasar pagi yang muncul di luar area resmi sebagaimana terjadi di sekitar
Pasar Sentral Pinrang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kebijakan yang
mengatur aktivitas perdagangan informal seperti pasar pagi masih belum menjadi
fokus utama dalam literatur sebelumnya.

Selain itu, penelitian terdahulu belum memberikan analisis mendalam
mengenai bagaimana kebijakan publik daerah, terutama Peraturan Daerah yang
sudah ada, diterapkan dalam konteks pedagang yang berjualan di luar lokasi yang
ditetapkan pemerintah. Meskipun sebagian studi menyoroti hambatan implementasi
seperti koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, atau lemahnya

pengawasan, namun belum ada yang mengkaji bagaimana prosedur dan tahapan
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implementasi kebijakan benar-benar dijalankan terhadap pedagang pasar pagi yang
berada di luar area resmi. Dengan kata lain, belum terdapat kajian yang
menghubungkan antara kebijakan formal dengan dinamika pelaksanaan kebijakan
di lapangan, terutama pada konteks pedagang yang memilih berjualan di sela-sela
jalan dan ruang publik di sekitar pasar.

Ketimpangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan juga belum
banyak disentuh oleh penelitian terdahulu. Padahal, fenomena seperti munculnya
pasar pagi seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi pedagang, kebutuhan
akses pembeli, serta kelemahan tata kelola yang menyebabkan pedagang mencari
alternatif lokasi yang dianggap lebih menguntungkan. Namun dinamika sosial
ekonomi ini belum dipadukan secara komprehensif dengan aspek kebijakan dalam
studi sebelumnya. Tidak ada penelitian yang secara langsung menelusuri bagaimana
perilaku pedagang, tekanan ekonomi, dan kondisi pasar berinteraksi dengan
efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini
menempati posisi yang sangat penting karena berupaya mengisi kekosongan yang
belum dijawab oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini hadir untuk mengkaji
bagaimana proses kebijakan pemerintah daerah dirumuskan dan bagaimana
implementasinya berjalan dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral Pinrang,
khususnya terkait keberadaan pasar pagi yang menimbulkan ketidakteraturan dan
persoalan tata kelola. Pendekatan yang digunakan jauh lebih spesifik karena

menghubungkan kebijakan formal yang tertuang dalam Peraturan Daerah dengan
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praktik pedagang di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas
implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi
akademik sekaligus menawarkan analisis empiris yang relevan bagi pemerintah

daerah dalam menyempurnakan tata kelola pasar tradisional.

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pengelolaan Pasar Sentral
Pinrang, khususnya terkait keberadaan pasar pagi yang berkembang di luar area
pasar resmi. Fenomena ini menyebabkan sebagian pedagang memilih berjualan di
luar pasar sehingga menimbulkan permasalahan ketertiban, penggunaan ruang
publik, serta menurunnya aktivitas perdagangan di dalam pasar. Untuk menganalisis
permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu
teori analisis kebijakan publik dari William N. Dunn dan teori implementasi
kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Teori Dunn digunakan untuk memahami
bagaimana proses perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai
dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Sementara itu, teori Van Meter
dan Van Horn digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut
diimplementasikan di lapangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilannya.
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Kebijakan Pengelolaan Pasar
Perda No.6 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat
dan Perbup No.24 Tahun 2016 tentang
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Implementasi Kebijakan
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Standar dan tujuan kebijakan
Sumber daya
Komunikasi antar Pelaksana
Karakteristik Pelaksana Kebijakan
Kondisi sosial, ekonomi
konomi Pedagang
Disposisi Pelaaksana
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Hasil Kebijakan
Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang
1. Penataan pedagang
2. Ketertiban aktivitas perdagangan
3. Kepatuhan pedagang terhadap aturan
4. Efektivitas kebijakan pengelolaan pasar

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Peneliti.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan Pasar
Sentral Pinrang yang berkaitan dengan keberadaan pasar pagi di sekitar pasar. Pasar
pagi yang berkembang di sekitar Pasar Sentral Pinrang menyebabkan sebagian
pedagang memilih berjualan di luar area pasar. Kondisi tersebut menimbulkan
berbagai permasalahan seperti penggunaan bahu jalan sebagai tempat berdagang
serta berkurangnya aktivitas perdagangan di dalam pasar.

Untuk memahami permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori
proses kebijakan publik dari William N. Dunn yang menjelaskan tahapan kebijakan
mulai dari perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga
menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn untuk
menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan pasar dilaksanakan oleh pemerintah

daerah di lapangan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.
Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara
mendalam fenomena Implementasi kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan
dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, khususnya terkait keberadaan pasar pagi
yang munculnya pasar pagi yang beroperasi di luar area resmi pasar.

Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif digunakan untuk
mengeksplorasi makna yang dianggap oleh individu atau kelompok berasal dari
masalah sosial tertentu. Pendapat ini relevan dengan penelitian ini karena peneliti
perlu menggali bagaimana pemerintah daerah, UPTD Pasar, Satpol PP, dan
pedagang memahami serta merespons kebijakan penataan pasar, termasuk alasan
mengapa sebagian pedagang tetap memilih berjualan di bahu jalan dan
memanfaatkan pasar pagi.

Sementara itu, Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif
kualitatif berupaya menggambarkan realitas sosial secara natural tanpa manipulasi.
Penelitian ini membutuhkan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan
diterapka, khususnya apakah mekanisme koordinas, pengawasan, dan penataan

pedagang telah berjalan sebagimana ditetapkan pemerintah.



34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sentral Pinrang, yang terletak di
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai
berikut:

a) Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu pasar utama di Kabupaten Pinrang yang
menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi tempat transaksi berbagai
kebutuhan pokok sehari-hari.

b) Pasar ini dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar
Sentral Pinrang di bawah naungan Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, yang
memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar tradisional
di tingkat daerah.

¢) Ditemukan fenomena munculnya pasar pagi di sekitar area Pasar Sentral Pinrang
yang tumbuh secara spontan tanpa dasar hukum dan penataan yang jelas. Kondisi
ini menimbulkan berbagai persoalan kebijakan publik, seperti tumpang tindih izin
berjualan, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta gangguan terhadap
ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan.

d) Penelitian ini dimulai dari bulan November 2025 sampai dengan 2026, yang
meliputi beberapa tahapan penting, yaitu observasi awal, pengumpulan data

lapangan, serta analisis hasil penelitian.
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C. Fokus Penelitian dan Informan Penelitian
Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis kebijakan publik pemerintah
daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan pasar tradisional, khususnya
mengenai keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang yang beroperasi
tanpa kejelasan dasar hukum dan kebijakan.

Fokus penelitian disusun berdasarkan teori William N. Dunn (1981) dan
Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975. Dunn menjelaskan
bahwa kebijakan publik adalah proses rasional yang mencakup tahap perumusan
masalah, peramalan, penyusunan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan. Sementara itu Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan standar kebijakan, sumber daya,
komunikasi antar pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi di
lapangan. Fokus ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan
publik serta mengidentifikasi adanya policy gap antara kebijakan tertulis dengan

kondisi nyata di lapangan.



a) Matriks deskripsi fokus dan Key Pencarian Data

36

No | Teori Proposisi Penjelasan | Indikator | Informasi | Kelompok
(Pencaria | Key
n Data) Informan
1 Teori Kebijakan Teori ini 1 - Proses Sekretariat
kebijaka | publik digunakan Identifikasi | perumusan | Daerah
n Publik | merupakan | untuk masalah kebijakan | Kabupaten
(William serangkaian | memahami pasar pagi | pengelolaa | Pinrang
Dun) tindakan proses 2 n pasar Kepala
pemerintah | perumusan Perumusan | oleh Dinas
yang kebijakan tujuan dan | pemerintah | Perdaganga
dirumuskan | pemerintah regulasi daerah. n
secara Pinrang 3 - Dasar Kabupaten
rasional dan | dalam Peramalan | hukum atau | Pinrang
sistematis mengatur dampak regulasi Kepala
untuk keberadaan pasar pagi | yang UPTD
memecahkan | pasar pagi 4 digunakan | Pasar
masalah disekitar Rekomenda | (Perda, Sentral
publik Pasar Sentral. | si kebijakan | Perbup, SK | Pinrang
melalui Analisis 5 Dinas). Camat
tahapan diarahkan Pemantaua | - Watang
analisis pada n& Mekanisme | Sawitto
kebijakan bagaimana Evaluasi koordinasi
yang pemerintah kebijakan antarinstans
mencakup merumuskan i dalam
perumusan, | kebijakan penyusunan
implementas | pengelolaan kebijakan.
i, dan pasar, apakah -
evaluasi pasar pagi Mekanisme
kebijakan. telah diatur pembatasan
dalam izin dan
regulasi pengawasa
formal n aktivitas
(Perda, pasar pagi.
Perbup, atau - Upaya
SK Dinas) revitalisasi
bagaimana atau
proses evaluasi
kebijakan terhadap
dijalankan, efektivitas
dan kebijakan
bagaimana pengelolaa
pemerintah n pasar.
menetapkan

pembatasan
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No | Teori Proposisi Penjelasan | Indikator | Informasi | Kelompok

(Pencaria | Key
n Data) Informan

izin dan

penataan

pedagang,

serta sejauh

mana

dilakukan

revitalisasi

atau

pembenahan

kebijakan

terhadap

pengelolaan

pasar.

2 Teori Keberhasilan | Teori ini -Kejelasan | -Pola 1. Kepala
Impleme | implementas | digunakan instruksi & | koordinasi | Dinas
ntasi i kebijakan untuk . aturan antarsintasi | Perdaganga
Kebijaka | dipengaruhi | Menganalisis | -SOP atau | -Mengapa | n
n - Van oleh bagaimana alur penertiban | Kabupaten
Meter hubungan kebijakan koordinasi | tidak Pinrang
dan Van | antara isi pengelolaan | Singkroni | konsisten 2. Kepala
Horn kebijakan, pasar sasi - UPTD
(1975) pelaksana, diterapkan, tindakan Bagaimana | Pasar

komunikasi | dengan fokus | UPTD - informasi Sentral
antarorganis | pada Satpol PP - | kebijakan Pinrang
asi, sumber | koordinasi, Dinas disampaika | 3. Satpol PP
daya, serta kejelasan Perdangang | n ke Kabupaten
kondisi instruksi, an pedagang Pinrang
sosial, serta -Sosialisasi | -Hambatan | 4. Camat
ekonomi, penyampaian | kepada komunikasi | Watang
dan politik informasi pedangan pelaksana Sawitto
di antarinstansi | - -Penyebab | 5.Pedagang
lingkungan | pelaksana Konsisnten | pedangan Pasar Pagi
pelaksanaan | dan kepada si memilih 6. Pedagang
pedagang pengawasa | bahu jalan | Pasar
n& Sentral
Penertiban 7. Tokoh
masyarakat
/ warga
sekitar

pasar
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Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan secara purposive

sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai

tujuan penelitian. (Miles, Huberman, 2014).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

No
1

Nama/Instansi
Andi Tjalo
Kerrang, S.P., M.Si

Dr. Nasruddin, M.
SSTP.,MM.

Muh Aris

Hasri Hadi

Muh Ikbal Tahir

Masna

H. Ramlan

Riska

Latar Belakang
Sekretariat Daerah

Pejabat teknis bidang
perdagangan dan
pengelolaan pasar

Aparatur pelaksana
kebijakan di lapangan
yang memahami
operasional pasar
Pelaksana teknis
penegakan kebijakan
ketertiban umum di area
pasar

Pejabat wilayah yang
mengetahui koordinasi
dan dinamika sosial di
sekitar pasar

Pedagang informal yang
beraktivitas di luar area
pasar utama

Pedagang Pasar Sentral
Pinrang

Warga dan tokoh
masyarakat sekitar pasar
yang memahami dampak
sosial ekonomi kebijakan
pasar

Jabatan/Pekerjaan
Sekretariat Daerah Kab
Pinrang

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Pinrang

Kepala UPTD Pasar
Sentral Pinrang/ Pelaksana
Pasar

Kabid Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakar

Camat Watang Sawitto dan
Kasi Trantib Watang
Sawitto

Pedagang Pasar Pagi

Pedagang Pasar Sentral
Pinrang

Tokoh
masyarakat/pengguna
pasar tetap
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Jumlah informan bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan data, mengikuti
prinsip “data saturation point”, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi

yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada temuan baru (Sugiyono, 2023).

D. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data
sekunder, agar hasil penelitian lebih valid dan komprehensif.

1. Data Primer : Diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan
informan kunci dan hasil observasi lapangan di Pasar Sentral Pinrang. Data ini
meliputi pandangan pejabat dinas, pengelola pasar, pedagang, serta masyarakat
terhadap kebijakan yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan.

2. Data Sekunder : Diperoleh melalui dokumen resmi, arsip kebijakan, laporan
kegiatan Dinas Perdagangan, berita media lokal, serta literatur akademik (buku,
jurnal, dan artikel) yang relevan dengan kebijakan publik dan pengelolaan pasar
tradisional.

Menurut Zaini et al (2023), penggunaan kombinasi antara data primer dan
sekunder penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk

melakukan triangulasi dan memastikan keabsahan data.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam, penelitian ini
menggunakan tiga teknik utama:
1. Observasi Lapangan :

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas di Pasar Sentral
Pinrang, terutama di area pasar pagi yang tumbuh di luar kawasan resmi. Observasi
ini dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan seperti pola penataan
pedagang, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta dampak sosial dan
ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh
gambaran faktual mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

2. Wawancara Mendalam :

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan kunci
menggunakan pedoman semi-terstruktur. Tujuannya untuk mengetahui pandangan,
pengalaman, dan pelaksanaan kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti
pejabat Dinas Perdagangan, pengelola Pasar Sentral, pedagang resmi, serta
pedagang pasar pagi. Melalui wawancara ini, peneliti bisa memahami bagaimana
kebijakan publik diterapkan dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data
pendukung yang bersumber dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip kebijakan,
maupun sumber tertulis lainnya. Data dokumentasi meliputi Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, laporan dinas perdagangan
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terkait pengelolaan pasar, suratizin berjualan, berita media lokal, serta foto kegiatan

pasar dan pedagang di lapangan.

F. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif sejak proses
pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, menggunakan model Miles,
Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Redukasi Data (Data Reduction)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data dari hasil
wawancara dan observasi. Data yang tidak relevan disisihkan agar analisis menjadi
pada aspek kebijakan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, dan kutipan wawancara

untuk mempermudah peneliti memahami hubungan antarvariabel.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Peneliti menarik sementara berdasarkan pola dan makna yang ditemukan, kemudian

memverifikasi tersebut dengan data tambahan sampai diperoleh hasil yang valid.
Untuk memastikan keabsahan data, digunakan empat kriteria menurut Lincoln

dan Guba (1985) sebagaiman di jelaskan didalam (Ahmed, 2024) yaitu

1. Credibility (kredibilitas), melalui triangulasi sumber dan metode;

2. Transferability (keteralihan), dengan menjelaskan konteks penelitian secara

rinci;
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3. Dependability (kebergantungan), dengan memastikan konsistensi proses
penelitian;
4. Confirmability (kepastian), untuk menjamin hasil penelitian berdasarkan data

yang valid, bukan asumsi peneliti.

G. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian ini terdiri atas:
1. Tahap Pra-Lapangan
Meliputi penyusunan proposal, penentuan fokus penelitian, pengurusan izin
penelitian, dan observasi pendahuluan di Pasar Sentral Pinrang.
2. Tahap Pengumpulan Data
Melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian.
3. Tahap Analisis Data
Mengolah data hasil lapangan sesuai dengan teori William N. Dunn dan Van Meter
dan Van Horn Tahap Validasi Data
Melakukan triangulasi dan konfirmasi data dengan informan.
4. Tahap Penyusunan Laporan

Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan akhir atau skripsi.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi
pusat kegiatan perdagangan di Kabupaten Pinrang. Pasar ini terletak di wilayah
Kecamatan Watang Sawitto yang merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas
ekonomi masyarakat. Keberadaan Pasar Sentral Pinrang memiliki peran yang sangat
penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya bagi pedagang
kecil dan menengah.

Berbagai jenis kebutuhan pokok seperti bahan makanan, sayur-sayuran,
ikan, daging, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya diperjualbelikan di pasar ini.
Aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Pinrang berlangsung setiap hari dengan
tingkat keramaian yang cukup tinggi, terutama pada pagi hari. Hal ini menunjukkan
bahwa pasar tersebut menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat di
Kabupaten Pinrang.

Selain sebagai tempat transaksi jual beli, Pasar Sentral Pinrang juga berfungsi
sebagai sarana interaksi sosial masyarakat. Pasar ini menjadi tempat bertemunya
pedagang dan pembeli dari berbagai wilayah sehingga menciptakan hubungan sosial
yang erat dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, aktivitas
perdagangan di pasar ini juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti

munculnya pedagang yang berjualan di luar area pasar atau di badan jalan yang
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dikenal sebagai pasar pagi. Kondisi ini seringkali menimbulkan permasalahan
terkait ketertiban, kebersihan, serta kelancaran arus lalu lintas. Oleh karena itu,
pemerintah daerah melalui instansi terkait berupaya melakukan pengelolaan dan
penataan pasar guna menciptakan kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan aman bagi
seluruh masyarakat.

Kabupaten Pinrang (Bugis: mann «~da%) merupakan salah satu kabupaten

yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak
di Kecamatan Watang Sawitto yang menjadi pusat pemerintahan serta aktivitas
ekonomi masyarakat. Kabupaten Pinrang terletak sekitar 185 km dari Kota
Makassar ke arah utara dan memiliki posisi geografis yang cukup strategis karena
berada di jalur penghubung antara wilayah Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi
Barat.

Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah sekitar 1.961,77 km? yang
terbagi menjadi 12 kecamatan, 68 desa, dan 36 kelurahan. Wilayah Kabupaten
Pinrang terdiri atas daerah pesisir, dataran rendah, serta wilayah pegunungan.
Bagian barat wilayah Kabupaten Pinrang berbatasan langsung dengan Selat
Makassar sehingga sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sektor
perikanan dan tambak. Sementara itu wilayah bagian timur dan utara didominasi
oleh daerah perbukitan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan

perkebunan.
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Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi
besar di sektor pertanian, khususnya pada komoditas padi. Sebagian besar
masyarakat di daerah ini bekerja pada sektor pertanian sehingga Kabupaten Pinrang
sering disebut sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah Sulawesi Selatan.
Selain sektor pertanian, kegiatan perdagangan juga berkembang melalui keberadaan
pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 tercatat sebanyak
411.795 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 210 jiwa per kilometer persegi.
Penduduk Kabupaten Pinrang sebagian besar berasal dari suku Bugis dan
menggunakan bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari, sementara bahasa
Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam kegiatan pemerintahan.

1. Visi dan Misi Kabupaten Pinrang
a. Visi
Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program pembangunan
pro rakyat menuju terciptanya kawasan agropolitan yang didukung oleh
penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan.
b. Misi
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah.
2) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang
berwawasan lingkungan serta memperkuat agribisnis dan agroindustri.
3)  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal.

4) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
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kemasyarakatan.
5) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur
terutama pada sektor pertanian.
6) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, Pancasila, dan budaya lokal.
7) Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.
2. Kondisi Demografi
Bahasa resmi yang digunakan dalam kegiatan administrasi pemerintahan
di Kabupaten Pinrang adalah bahasa Indonesia. Namun dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat juga menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Bugis. Masyarakat
Kabupaten Pinrang sebagian besar berasal dari suku Bugis yang masih menjunjung
tinggi nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, saling menghormati, serta
menjaga hubungan kekeluargaan.

Mayoritas penduduk Kabupaten Pinrang beragama Islam. Hal ini dapat
dilihat dari banyaknya tempat ibadah seperti masjid yang tersebar di berbagai
wilayah kecamatan. Kehidupan sosial masyarakat di daerah ini juga dipengaruhi
oleh nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-

temurun. (Wikipedia n.d.)
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pinrang

No Kecamatan Jumlah Penduduk
1. | Mattiro Sompe 31.305
2. | Suppa 35.296
3. | Mattiro Bulu 31.540
4 Watang Sawitto 59.730
5. | Patampanua 38.809
6. | Duampanua 50.875
7. | Lembang 48.126
8. | Cempa 19.878
9. | Tiroang 24.173
10. | Paleteang 43.017
11. | Batulappa 11.038
Jumlah 411.795

B. HASIL PENELITIAN
1. Proses Perumusan Kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar
pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang

Proses perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan

pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang dapat dipahami sebagai respon terhadap
kondisi nyata yang berkembang di lapangan. Permasalahan utama yang terlihat
adalah kurang tertatanya aktivitas perdagangan, yang ditandai dengan banyaknya
pedagang yang berjualan di luar area pasar serta memanfaatkan badan jalan sebagai
lokasi berdagang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pasar sebagai pusat
kegiatan ekonomi yang terorganisir tidak berjalan secara optimal. Situasi ini tidak
hanya menimbulkan ketidakteraturan, tetapi juga mengganggu kenyamanan
masyarakat, baik bagi pengunjung pasar maupun pengguna jalan yang melintas di

sekitar kawasan pasar.
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Selain itu, keberadaan pasar pagi di bagian depan pasar menjadi faktor yang
sangat mempengaruhi terbentuknya aktivitas perdagangan di luar area pasar. Lokasi
yang lebih strategis, mudah diakses, serta memiliki tingkat keramaian yang lebih
tinggi dibandingkan bagian dalam pasar menyebabkan pedagang cenderung
memilih berjualan di luar. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi pola, di mana
semakin banyak pedagang yang keluar dari dalam pasar untuk mengikuti arus
pembeli yang lebih terkonsentrasi di area luar. Fenomena ini menunjukkan bahwa
aktivitas ekonomi di pasar tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas yang
disediakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika interaksi antara
pedagang dan pembeli di lapangan.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan yang tidak teratur juga menimbulkan
dampak terhadap kebersihan lingkungan. Sampah dari kegiatan jual beli seringkali
tidak terkelola dengan baik dan berserakan di sekitar jalan, sehingga menciptakan
kondisi lingkungan yang kotor dan kurang nyaman. Hal ini memperlihatkan bahwa
keberadaan pasar pagi tidak hanya berdampak pada aspek ketertiban, tetapi juga
pada aspek kebersihan dan kualitas lingkungan di sekitar pasar.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan yang
terjadi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan, tetapi juga berhubungan
dengan kebutuhan ekonomi pedagang. Pedagang yang berjualan di luar pasar
cenderung memilih lokasi yang dianggap lebih menguntungkan karena memiliki
akses langsung kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pedagang

dalam memilih lokasi berdagang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi,
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bukan semata-mata karena tidak adanya aturan.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah mulai melihat perlunya pengaturan
terhadap aktivitas pasar agar lebih tertib dan terorganisir. Upaya tersebut kemudian
diwujudkan melalui kebijakan yang mengatur pengelolaan pasar, salah satunya
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah
daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pasar yang memadai
serta mengatur penataan pedagang agar menempati lokasi yang telah disediakan.
Selain itu, pedagang juga diwajibkan untuk menggunakan fasilitas resmi yang
tersedia di dalam pasar sebagai tempat berdagang.

Namun, jika dilihat dari kondisi di lapangan, keberadaan peraturan tersebut
belum sepenuhnya mampu mengarahkan aktivitas pedagang sesuai dengan
ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan
kebijakan, terdapat kecenderungan bahwa pemerintah lebih merespon kondisi yang
sudah berkembang dibandingkan mengantisipasi sejak awal munculnya aktivitas
pasar pagi. Aktivitas perdagangan di luar pasar yang berlangsung secara bertahap
dan terus berkembang menunjukkan bahwa fenomena ini telah terbentuk sebagai
kebiasaan yang kemudian sulit untuk dikendalikan.

Selain itu, pengaturan terkait penggunaan ruang publik juga sebenarnya
telah diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang melarang penggunaan badan jalan

untuk aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi, dalam
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praktiknya, masih banyak pedagang yang memanfaatkan ruang tersebut sebagai
lokasi berdagang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah ada,
namun dalam tahap perumusan kebijakan masith belum sepenuhnya
mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait dengan daya tarik
lokasi di luar pasar.

Lebih lanjut, kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang saling mempengaruhi antara pedagang dan pembeli dalam
membentuk pola aktivitas pasar. Ketika pembeli lebih banyak melakukan transaksi
di luar pasar, maka pedagang akan mengikuti pergerakan tersebut untuk
mempertahankan keberlangsungan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika
pasar tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang ditetapkan, tetapi juga oleh interaksi
sosial dan ekonomi yang terjadi secara langsung di masyarakat.

Dengan demikian, proses perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam
mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang dapat dipahami
sebagai tahapan yang berangkat dari pengamatan terhadap kondisi lapangan,
kemudian berkembang menjadi upaya pengaturan melalui kebijakan formal.
Namun, dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa proses tersebut masih perlu
mempertimbangkan secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi
perilaku pedagang dan pembeli, agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kondisi nyata yang terjadi di

lapangan secara lebih efektif.
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2. Implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar pagi di
sekitar Pasar Sentral Pinrang

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar
pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang menunjukkan bahwa kebijakan yang telah
dirumuskan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Meskipun secara normatif
kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan
keteraturan dalam aktivitas perdagangan, namun realitas di lapangan masih
memperlihatkan adanya berbagai permasalahan yang cukup kompleks dan saling
berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan, aktivitas perdagangan di
sekitar pasar masih belum tertata secara optimal. Sebagian pedagang tidak
menempati lapak yang telah disediakan oleh pemerintah, melainkan memilih
berjualan di luar area pasar, bahkan di atas kendaraan maupun di badan jalan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas pasar belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan. Kondisi ini tidak hanya
mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga
mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan
kebutuhan dan preferensi pedagang di lapangan.

Keberadaan pedagang di luar area pasar tersebut secara langsung
berdampak pada terganggunya pedagang pasar sentral yang ikut juga keluar karena
faktor penyebanya pasar pagi dan arus lalu lintas di sekitar kawasan pasar. Aktivitas

perdagangan yang menggunakan badan jalan menyebabkan penyempitan ruang
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jalan, sehingga mengurangi kapasitas jalan dan menghambat mobilitas masyarakat.
Selain itu, aktivitas bongkar muat barang yang tidak terjadwal serta kendaraan
angkut yang diparkir di badan jalan semakin memperparah kondisi kemacetan. Hal
ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan
penataan pedagang, tetapi juga menyangkut aspek pengelolaan ruang publik dan
lalu lintas yang belum berjalan secara terintegrasi.

Permasalahan lain yang juga cukup menonjol adalah terkait dengan
kebersihan lingkungan pasar. Ditemukan adanya penumpukan sampah di beberapa
titik di sekitar area pasar, yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kebersihan
belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek
estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi
masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar. Dengan demikian, implementasi
kebijakan pengelolaan pasar belum mampu menciptakan lingkungan pasar yang
bersih, sehat, dan nyaman sebagaimana yang diharapkan.

Dari sisi fasilitas, masih terdapat berbagai kekurangan yang mempengaruhi
tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa lapak yang tersedia dinilai
memiliki ukuran yang relatif sempit, kurang tertata, serta belum mampu mendukung
aktivitas perdagangan secara optimal. Keterbatasan ruang tersebut menyebabkan
pedagang mengalami kesulitan dalam menata barang dagangan, sementara pembeli
juga merasa kurang leluasa dalam melakukan transaksi di dalam pasar. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa penyediaan fasilitas pasar belum sepenuhnya memenuhi

kebutuhan fungsional para pedagang.
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Keterbatasan fasilitas tersebut kemudian berdampak pada preferensi
pedagang dalam menentukan lokasi berdagang. Pedagang cenderung memilih
berjualan di luar pasar yang dianggap lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih mudah
diakses oleh pembeli. Selain itu, lokasi di luar pasar juga memiliki tingkat visibilitas
yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menarik lebih banyak konsumen. Akibatnya,
aktivitas perdagangan di luar pasar menjadi lebih berkembang dibandingkan dengan
di dalam area pasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga oleh kemampuan
kebijakan dalam menciptakan daya tarik ekonomi bagi pedagang.

Selain faktor fasilitas, pola interaksi antara pedagang dan pembeli juga
menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Konsentrasi
pembeli yang lebih banyak berada di luar pasar menyebabkan pedagang mengikuti
pergerakan tersebut untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Kondisi ini
menciptakan suatu pola yang bersifat siklikal, di mana keberadaan pembeli menarik
pedagang, dan keberadaan pedagang kembali menarik pembeli. Pola ini terus
berulang dan semakin memperkuat dominasi aktivitas perdagangan di luar area
pasar. Dengan demikian, implementasi kebijakan menghadapi tantangan struktural
yang tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga dengan dinamika sosial dan
ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, aspek pengawasan dan penegakan aturan dalam implementasi
kebijakan juga belum berjalan secara optimal. Masih ditemukannya pedagang yang

berjualan di luar pasar menunjukkan bahwa pengawasan belum dilakukan secara
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konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, penertiban yang dilakukan masih lebih
banyak menggunakan pendekatan persuasif berupa teguran dan imbauan sehingga
belum memberikan efek jera kepada pedagang. Akibatnya, sebagian pedagang
kembali berjualan di bahu jalan setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan.

Rendahnya tingkat kepatuhan pedagang juga menjadi faktor yang
menyebabkan penertiban belum berjalan efektif. Meskipun telah mengetahui
adanya larangan penggunaan badan jalan sebagai tempat berdagang, sebagian
pedagang tetap memilih lokasi tersebut karena dianggap lebih strategis, lebih mudah
dijangkau pembeli, dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar
dibandingkan berjualan di dalam pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
ketidakefektifan penertiban pedagang di bahu jalan tidak hanya disebabkan oleh
lemahnya pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketegasan
pemerintah dalam menegakkan aturan serta rendahnya kepatuhan pedagang
terhadap kebijakan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, pemerintah daerah sebenarnya telah
menetapkan kewajiban bagi pedagang untuk menempati fasilitas yang telah
disediakan serta menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan
sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24
Tahun 2016 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan juga telah mengatur
larangan penggunaan badan jalan untuk aktivitas perdagangan. Namun demikian,

implementasi dari kedua regulasi tersebut di lapangan belum berjalan secara efektif.
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Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek regulatif dengan aspek
implementatif dalam kebijakan pengelolaan pasar.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan pasar di sekitar
Pasar Sentral Pinrang masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat
multidimensional. Ketidakefektifan penertiban pedagang di bahu jalan dipengaruhi
oleh rendahnya tingkat kepatuhan pedagang, belum optimalnya ketegasan
pemerintah dalam menegakkan aturan, pengawasan yang belum dilakukan secara
konsisten dan berkelanjutan, serta faktor sosial ekonomi yang menyebabkan
pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan
pelaksanaannya di lapangan, sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dan

keteraturan aktivitas perdagangan belum sepenuhnya tercapai.

C. PEMBAHASAN
. Proses Perumusan Kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar
pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang
. Kejelasan Regulasi

Kejelasan regulasi merupakan salah satu elemen penting dalam proses
perumusan kebijakan publik, karena menjadi dasar dalam mengatur perilaku
masyarakat serta menentukan arah pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks
pengelolaan pasar, kejelasan regulasi tidak hanya merujuk pada keberadaan aturan

secara formal, tetapi juga pada sejauh mana aturan tersebut dapat dipahami,
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diterima, dan dijalankan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Regulasi yang
jelas seharusnya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman
dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam aktivitas perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang,
bernama A.Tjalo Kerrang, S.P.,M.Si Diketahui bahwa kebijakan terkait pengelolaan
pasar telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Hal ini sebagaimana disampaikan
beliau “Untuk regulasinya sudah jelas, yaitu perda nomor 6 tahun 2024 tentang
pengelolaan pasar rakyat. Dalam perda tersebut diatur bahwa setiap pasar harus
memiliki fasilitas memadai dan pedagang wajib menempati fasilitas yang telah
disediakan. Pasar pagi pada dasarnya bagian dari aktivitas pedagang pasar,
sehingga mereka juga harus mengikuti aturan dan menempati lapak resmi agar
pasar bisa tertata dan teratur.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif, pemerintah
daerah telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur aktivitas
perdagangan di pasar. Jika ditelaah lebih lanjut, dalam Peraturan Daerah tersebut
diatur secara rinci mengenai sistem penataan pedagang melalui mekanisme Surat
Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT), yang memberikan hak kepada pedagang
untuk menempati lokasi tertentu di dalam pasar. Selain itu, dalam Pasal 20 dan Pasal
22 dijelaskan bahwa pedagang wajib menjaga ketertiban, tidak melebihi batas
tempat berjualan, serta tidak menggunakan ruang publik seperti badan jalan yang

dapat mengganggu ketertiban umum. Bahkan, regulasi tersebut juga memuat
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ketentuan sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin bagi pedagang
yang melanggar aturan.

Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi telah
dirumuskan dengan cukup komprehensif, baik dari aspek hak, kewajiban, maupun
sanksi. Namun demikian, kondisi empiris di lapangan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik yang terjadi. Berdasarkan hasil
pengamatan, masih banyak pedagang yang berjualan di luar area pasar dan
menggunakan badan jalan sebagai tempat berdagang, yang secara langsung
bertentangan dengan ketentuan dalam Perda.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kejelasan regulasi secara administratif
tidak serta-merta menjamin efektivitas dalam implementasi. Keberadaan pasar pagi
di bagian depan pasar dengan tingkat keramaian yang tinggi menjadi faktor yang
mempengaruhi perilaku pedagang. Lokasi yang lebih strategis dan mudah diakses
oleh pembeli mendorong pedagang untuk memilih berjualan di luar pasar
dibandingkan menempati lapak resmi yang telah disediakan. Kondisi ini
mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas sosial
ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, proses perumusan kebijakan juga melibatkan berbagai pihak
seperti DPRD dan perwakilan masyarakat melalui mekanisme uji publik. Hal ini
sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, bernama A.
Tjalo Kerrang, S.P.,M.Si bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi dan

melibatkan stakeholder dalam penyusunan kebijakan. Secara hal ini menunjukkan
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bahwa proses perumusan kebijakan telah memenuhi aspek partisipati.

Pernyataan ini dapat dianalisis menggunakan teori kebijakan publik yang
dikemukakan oleh William N. Dunn, khususnya pada tahap perumusan masalah
(problem structuring). Dunn menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan
sangat ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah
publik. Dalam konteks ini, regulasi pengelolaan pasar cenderung merumuskan
masalah sebagai persoalan ketertiban dan penataan pedagang. Namun, berdasarkan
kondisi empiris, permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan ketertiban,
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, aksesibilitas lokasi, serta preferensi
masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli.

Penelitian oleh Diah Suluh Kusuma Dewi (2022). Dalam bukunya Kebijakan
Publik, proses Implementasi dan Evaluasi, menyatakan bahwa kebijakan
pengelolaan  pasar tradisional akan sulit diterapkan apabila tidak
mempertimbangkan karakteristik pedagang, terutama dalam hal preferensi lokasi
dan potensi ekonomi. Pedagang cenderung memilih lokasi yang lebih strategis dan
memiliki tingkat keramaian tinggi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh
karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada penertiban tanpa
mempertimbangkan aspek tersebut akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Dalam perkembangan studi kebijakan publik, penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Howlett & Mukherjee (2022) dalam Policy Design and Non-Design.
Towards a Spectrum of Policy Formulation Types menjelaskan bahwa kejelasan

regulasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga
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bagaimana aturan tersebut dapat diterjemahkan dalam praktik oleh masyarakat.
Kebijakan yang tidak mampu menjembatani antara formulasi dan implementasi
akan menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dalam
pengelolaan pasar, di mana regulasi telah dirumuskan secara jelas, namun belum
sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika aktivitas perdagangan yang
berkembang di lapangan.. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Jumria Mansur (2021)
juga menegaskan bahwa menunjukkan bahwa kejelasan norma dan standar dalam
kebijakan dapat mengurangi ambiguitas serta mempermudah implementasi
kebijakan. Namun, dalam konteks ini, meskipun norma telah ditetapkan secara jelas
dalam Peraturan Daerah, tetapi substansi kebijakan belum sepenuhnya
mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan
pedagang masih rendah.

Dalam konteks pengelolaan pasar rakyat, kejelasan regulasi menjadi sangat
penting karena berkaitan langsung dengan pengaturan aktivitas pedagang serta
penataan ruang publik yang memiliki banyak kepentingan di dalamnya. Regulasi
yang jelas akan memberikan kepastian bagi pedagang mengenai lokasi berjualan,
waktu operasional, serta kewajiban yang harus dipatuhi.

Kepastian ini penting karena aktivitas pasar melibatkan aspek ekonomi
masyarakat yang sangat sensitif terhadap perubahan aturan. Ketika regulasi tidak
jelas atau tidak dipahami dengan baik, maka akan muncul ketidakpatuhan yang pada
akhirnya dapat mengganggu ketertiban dan fungsi pasar sebagai pusat aktivitas

ekonomi masyarakat.
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Teddy et al. (2020) dalam Journal of
European Public Policy, dijelaskan bahwa kegagalan kebijakan seringkali
disebabkan oleh adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas sosial
di lapangan. Kebijakan yang terlalu normatif tanpa mempertimbangkan kondisi
masyarakat akan sulit untuk diterapkan secara efektif, karena tidak mampu
mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan aktor yang menjadi sasaran kebijakan.
Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan regulasi saja tidak cukup, tetapi juga harus
diiringi dengan relevansi kebijakan terhadap kondisi sosial yang ada.

Dalam analisis peneliti, kejelasan regulasi dalam kebijakan pengelolaan pasar
pagi di Kabupaten Pinrang sebenarnya telah terpenuhi dari sisi administratif karena
telah memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur. Namun, dari sisi substantif,
regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kondisi pedagang di
lapangan, seperti keterbatasan fasilitas pasar, daya tarik lokasi di luar pasar, serta
kebiasaan pedagang yang sudah terbentuk sebelum adanya penataan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa terdapat gap antara regulasi formal dengan realitas
implementasi di lapangan.

Selain itu, menurut Wawan edi kuswandoro (2023), kebijakan yang baik
harus memenuhi aspek kelayakan sosial (social feasibility), yaitu kemampuan
kebijakan untuk diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam konteks ini,
meskipun regulasi telah jelas, namun tingkat kepatuhan pedagang masih rendah,
yang menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kejelasan regulasi perlu diimbangi dengan
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pendekatan sosial yang lebih adaptif, seperti peningkatan sosialisasi, dialog dengan
pedagang, serta penyediaan fasilitas yang lebih representatif agar kebijakan dapat
diterima secara lebih luas.

Dari hasil wawancara, isi regulasi, serta kajian teori dan penelitian
terdahulu, dapat dianalisis bahwa kejelasan regulasi dalam kebijakan pengelolaan
pasar di Kabupaten Pinrang secara administratif telah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara rinci mengenai pengelolaan
pasar, termasuk kewajiban pemerintah dan pedagang. Namun, secara substantif,
regulasi tersebut masih belum sepenuhnya efektif karena belum mampu
mengakomodasi kompleksitas permasalahan di lapangan, khususnya terkait faktor
ekonomi dan dinamika aktivitas pasar pagi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejelasan regulasi dalam
perumusan kebijakan pengelolaan pasar pagi masih mengalami kelemahan pada
tahap perumusan masalah, di mana permasalahan cenderung disederhanakan
sebagai persoalan ketertiban semata. Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan
bahwa permasalahan yang terjadi lebih kompleks. Hal ini yang menyebabkan
regulasi yang telah dirumuskan belum sepenuhnya mampu mengarahkan perilaku
pedagang secara efektif dalam praktiknya.

b. Peramalan ( Forecasting)
Dalam teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn, peramalan (forecasting)
merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan publik yang

bertujuan untuk memprediksi konsekuensi masa depan berdasarkan kondisi yang
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terjadi pada saat ini. Tahap ini memungkinkan kebijakan yang dirumuskan tidak hanya
bersifat reaktif terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga antisipatif terhadap potensi
permasalahan yang mungkin berkembang di masa yang akan datang. Dengan
demikian, peramalan menjadi instrumen strategis bagi pemerintah dalam merancang
kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks penelitian ini, hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah
Kabupaten Pinrang bernama A. Tjalo Kerrang, S.P.,M.Si, menunjukkan bahwa proses
perumusan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi berangkat dari kondisi
empiris yang terjadi di lapangan. Beliau menyampaikan bahwa “kondisi Pasar Sentral
pada tahun 2024 terlihat kurang tertata, bangunan fisiknya sudah kurang baik, dan
pedagang banyak yang berjualan di luar area pasar sehingga terkesan semrawut dan
tidak teratur.”

Lebih lanjut, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan
revitalisasi dan penataan ulang pasar sebagai bentuk intervensi kebijakan. Jika
dikaitkan dengan substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat, langkah ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur bahwa
pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melakukan perencanaan, penataan, serta
pengendalian pasar guna menciptakan kondisi yang tertib dan terorganisir. Dengan
demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya merespon kondisi saat ini, tetapi
juga merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi permasalahan yang lebih besar di
masa mendatang. Fenomena pedagang yang berjualan di luar area pasar tidak dapat

dilepaskan dari kondisi renovasi pasar yang terjadi. Pada tahap awal, aktivitas
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perdagangan di luar pasar merupakan respons terhadap keterbatasan fasilitas akibat
proses renovasi. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya pasar pagi di bagian
depan pasar, muncul kecenderungan baru di mana aktivitas perdagangan justru lebih
terkonsentrasi di luar area pasar karena dinilai lebih strategis dan menguntungkan
secara ekonomi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam tahap perumusan kebijakan,
pemerintah daerah telah melakukan proses peramalan (forecasting) dengan membaca
kecenderungan yang terjadi di lapangan, khususnya meningkatnya aktivitas pedagang
di luar area pasar resmi. Dalam perspektif kebijakan publik, Danilovic et al. (2021)
menjelaskan bahwa forecasting merupakan proses untuk memprediksi konsekuensi
masa depan dari suatu kondisi kebijakan berdasarkan data empiris saat ini. Dalam
konteks ini, pemerintah Kabupaten Pinrang dapat dipahami telah memproyeksikan
bahwa apabila kondisi pasar yang tidak tertata dibiarkan, maka akan berdampak pada
menurunnya fungsi pasar sebagai pusat ekonomi, meningkatnya penggunaan ruang
publik yang tidak sesuai, serta terganggunya aktivitas masyarakat secara umum.

Selain itu, pendekatan peramalan dalam kebijakan ini juga dapat dilihat
sebagai bentuk respons terhadap dinamika ekonomi informal yang semakin
berkembang. Hal ini sejalan dengan penelitian Pongtengko et al. (2023) yang
menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional di negara berkembang,
pemerintah sering menggunakan pendekatan forecasting berbasis observasi langsung
terhadap aktivitas ekonomi informal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa

keberadaan pedagang di luar zona resmi pasar sering menjadi indikator awal terjadinya
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ketidakseimbangan tata ruang yang apabila tidak diatur akan menimbulkan konflik
antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan ketertiban umum. Dengan
demikian, apa yang terjadi di Pasar Sentral Pinrang menunjukkan pola yang sama, di
mana aktivitas pedagang di luar area pasar menjadi sinyal awal bagi pemerintah untuk
melakukan intervensi kebijakan.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh studi Podungge et al. (2025) yang
menyatakan bahwa dalam banyak kasus penataan pasar tradisional, pemerintah daerah
cenderung melakukan forecasting dengan mengamati pola perilaku pedagang dan
tingkat kepadatan aktivitas ekonomi di ruang publik. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa ketidakteraturan aktivitas perdagangan tidak hanya berdampak
pada aspek fisik ruang, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti
kemacetan, konflik antar pedagang, hingga menurunnya kenyamanan masyarakat
sebagai pengguna ruang publik. Hal ini relevan dengan kondisi di Pasar Sentral
Pinrang, di mana aktivitas pedagang di luar area pasar tidak hanya menciptakan
kesemrawutan, tetapi juga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat di sekitar
kawasan pasar.

Dalam wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang bernama Dr.
Nasruddin S. STP., M.M proses perumusan kebijakan juga memperlihatkan adanya
dimensi forecasting yang dilakukan melalui mekanisme koordinasi lintas instansi.
Beliau menyampaikan bahwa *’kebijakan pengaturan pasar pagi tidak muncul secara
tiba-tiba, melainkan melalui proses rapat koordinasi antara Dinas, UPTD,

Kecamatan, dan pihak terkait lainnya.”” Dalam forum tersebut, pemerintah daerah
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mengidentifikasi bahwa aktivitas pasar pagi yang berkembang secara organik di
masyarakat memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan ketertiban umum,
khususnya dalam bentuk kemacetan dan penggunaan ruang jalan yang tidak sesuai
fungsi. Oleh karena itu, disepakati adanya pembatasan jam operasional sebagai bentuk
antisipasi terhadap potensi konflik ruang yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa
proses peramalan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat institusional melalui
koordinasi antar aktor kebijakan.

Jika dianalisis lebih jauh, proses peramalan dalam perumusan kebijakan
pasar di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya pola kebijakan yang bersifat adaptif
dan preventif. Pemerintah tidak hanya merespon kondisi yang sudah terjadi, tetapi juga
berusaha membaca kemungkinan perkembangan kondisi di masa depan. Pasar dalam
hal ini tidak hanya dipandang sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial
yang memiliki kompleksitas interaksi antar aktor, baik pedagang, pembeli, maupun
pengguna jalan. Kompleksitas ini menyebabkan pemerintah perlu melakukan prediksi
terhadap potensi masalah yang dapat muncul apabila tidak ada pengaturan yang jelas.

Selain itu, proses peramalan ini juga menunjukkan adanya kesadaran
pemerintah terhadap pentingnya tata kelola ruang publik yang berkelanjutan. Dengan
melakukan revitalisasi dan penataan ulang pasar, pemerintah secara tidak langsung
sedang memprediksi kebutuhan jangka panjang masyarakat terhadap pasar yang lebih
tertib, nyaman, dan teratur. Dalam konteks ini, kebijakan yang diambil tidak hanya
ditujukan untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga untuk menciptakan kondisi

pasar yang lebih stabil di masa mendatang.
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Berdasarkan hasil wawancara dan kajian teori tersebut, dapat dianalisis bahwa
proses perumusan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten
Pinrang telah melalui tahap peramalan (forecasting) yang cukup jelas, di mana
pemerintah menggunakan kondisi empiris seperti ketidakteraturan pedagang,
keterbatasan fasilitas pasar, serta potensi gangguan terhadap ketertiban umum sebagai
dasar dalam memprediksi arah perkembangan masalah. Pemerintah daerah dalam hal
ini tidak hanya berperan sebagai pihak yang merespon permasalahan, tetapi juga
sebagai aktor yang berusaha mengantisipasi dampak jangka panjang dari dinamika
sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap peramalan dalam
perumusan kebijakan pengelolaan pasar di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya
keterkaitan yang kuat antara kondisi lapangan, proses koordinasi antarinstansi, serta
teori kebijakan publik yang menekankan pentingnya prediksi dalam proses perumusan
kebijakan. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan revitalisasi pasar tidak hanya
bersifat reaktif terhadap masalah yang ada, tetapi juga merupakan bentuk antisipasi
pemerintah terhadap kemungkinan perkembangan masalah di masa depan, khususnya
terkait ketidakteraturan ruang ekonomi dan sosial di kawasan Pasar Sentral dan pasar
pagi.

c. Rekomendasi (Prescribing)
Menurut William N. Dunn Rekomendasi kebijakan (prescribing) merupakan tahap
dalam analisis kebijakan publik yang berfokus pada pemberian alternatif solusi

terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya. Pada tahap
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ini, pembuat kebijakan tidak hanya menentukan satu solusi secara langsung, tetapi
terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan yang dinilai paling
efektif, efisien, serta sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian,
rekomendasi kebijakan menjadi bagian yang sangat krusial karena menentukan arah
tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik secara konkret dan terukur.

Dalam praktiknya, tahap prescribing tidak dapat dipisahkan dari dinamika
sosial yang berkembang di masyarakat. Artinya, rekomendasi kebijakan tidak hanya
disusun berdasarkan pertimbangan teknis semata, tetapi juga harus memperhatikan
aspek sosial, ekonomi, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses prescribing merupakan tahapan yang
kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan yang harus diakomodasi secara
seimbang.

Dalam wawancara dengan salah satu pihak Dinas Perdagangan Kabupaten
Pinrang, Bernama Dr. Nasruddin S. STP., M.M , diketahui bahwa kebijakan
pengelolaan pasar pagi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses diskusi
dan koordinasi lintas instansi. Beliau menyampaikan bahwa “awal munculnya pasar
pagi itu karena kebutuhan masyarakat juga, jadi pemerintah tidak langsung melarang,
tetapi mencoba mengatur supaya tidak mengganggu ketertiban, makanya dibuat
pembatasan jam operasional dari jam 06.00 sampai 11.00.” Pernyataan ini
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan tidak serta-
merta mengambil langkah yang bersifat represif, tetapi terlebih dahulu

mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan.
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Lebih lanjut, dalam wawancara dengan pihak UPTD Pasar bernama Muh Aris
(45 Tahun), dijelaskan bahwa selain pembatasan jam operasional, pemerintah juga
melakukan penataan pedagang berdasarkan jenis dagangan serta menyediakan fasilitas
di dalam pasar sebagai upaya menarik pedagang untuk kembali berjualan di area resmi.
Ia menyatakan bahwa “kami arahkan pedagang supaya masuk ke dalam pasar dengan
menyediakan tempat sesuai jenis dagangannya, supaya lebih tertata dan tidak lagi
berjualan di luar.” Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah
Kabupaten Pinrang bernama A. Tjalo Kerrang, S.P.,M.Si, beliau menyampaikan
“’Pemerintah daerah juga melakukan revitalisasi pasar sebagai bagian dari
rekomendasi kebijakan yang diambil’’. Revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada
perbaikan fisik, tetapi juga penataan ulang sistem perdagangan di dalam pasar agar
lebih terorganisir.

Jika dikaitkan dengan substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, rekomendasi kebijakan ini secara normatif telah
diakomodasi melalui berbagai ketentuan, antara lain penerapan sistem penataan
pedagang melalui Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) sebagai dasar legalitas
penggunaan lapak, pengaturan tata tertib pasar yang membatasi penggunaan ruang
berjualan, kewajiban pedagang untuk menempati fasilitas yang telah disediakan, serta
penyediaan sarana dan prasarana pasar yang memadai. Selain itu, Perda juga mengatur
pembinaan pedagang melalui pelatihan dan pendampingan sebagai upaya peningkatan
kapasitas pelaku usaha pasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang

dirumuskan tidak hanya bersifat represif dalam bentuk larangan, tetapi juga
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mengandung pendekatan solutif dan fasilitatif. Pemerintah tidak hanya berupaya
menertibkan pedagang, tetapi juga menyediakan alternatif dan dukungan agar
pedagang dapat beradaptasi dengan kebijakan yang diterapkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Atik Rochaeni (2025) yang menyatakan
bahwa dalam praktik kebijakan publik, pemerintah seringkali memilih alternatif
kebijakan yang bersifat kompromistis. Kebijakan yang terlalu ketat berpotensi
menimbulkan resistensi dari masyarakat, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar
dapat menyebabkan ketidakteraturan yang semakin meluas. Oleh karena itu,
keseimbangan antara kepentingan regulasi dan kepentingan masyarakat menjadi kunci
dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang efektif.

Selain itu, penelitian Jumanah et al. (2022) juga menegaskan bahwa dalam
konteks negara berkembang, rekomendasi kebijakan yang efektif harus
mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya kelompok sektor
informal. Pedagang pasar, sebagai bagian dari sektor informal, memiliki tingkat
ketergantungan yang tinggi terhadap aktivitas ekonomi harian, sehingga kebijakan
yang terlalu restriktif dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka.
Dalam konteks Pasar Sentral Pinrang, kondisi ini terlihat jelas di mana pasar pagi
menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, sehingga kebijakan yang
diambil harus tetap memberikan ruang bagi aktivitas tersebut.

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, rekomendasi kebijakan yang
dipilih oleh pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam

implementasinya. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang berjualan di luar
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area pasar, bahkan melebihi jam operasional yang telah ditetapkan. Fenomena ini
menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional belum sepenuhnya efektif
dalam mengendalikan aktivitas perdagangan di luar pasar.

Selain itu, keberadaan pasar pagi di bagian depan pasar justru menjadi faktor
yang mendorong pedagang, termasuk pedagang yang memiliki lapak resmi di dalam
pasar, untuk ikut berjualan di luar area pasar. Lokasi yang lebih strategis dan ramai
pembeli menyebabkan terjadinya pergeseran aktivitas ekonomi dari dalam pasar ke
luar pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan yang diambil
belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan, yaitu preferensi pedagang
terhadap lokasi yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun pemerintah telah memilih
alternatif kebijakan yang bersifat realistis dan kompromistis, namun kebijakan tersebut
masith menghadapi kesenjangan antara desain dan realitas di lapangan. Faktor sosial,
kebiasaan pedagang, serta dorongan ekonomi menjadi variabel penting yang belum
sepenuhnya terakomodasi dalam rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap prescribing dalam
kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi telah dilakukan melalui proses
pemilihan alternatif kebijakan yang mempertimbangkan aspek teknis dan sosial.
Kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat moderat dan kompromistis, dengan
tujuan menjaga keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan keberlangsungan

ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu
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diperkuat, khususnya melalui strategi implementasi yang lebih adaptif terhadap
dinamika sosial ekonomi pedagang agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
d. Pemantauan (Monitoring)

Menurut William N. Dunn, Pemantauan (monitoring) merupakan proses
sistematis dalam mengamati pelaksanaan kebijakan untuk memperoleh informasi
mengenai kinerja kebijakan tersebut. Dunn menegaskan bahwa monitoring berfungsi
sebagai umpan balik (feedback) bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan
apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi
implementasinya di lapangan. Dengan demikian, monitoring menjadi bagian penting
dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas kebijakan publik, karena tanpa adanya
proses ini, pemerintah tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai keberhasilan
kebijakan yang telah diterapkan.

Dalam konteks pengelolaan pasar di Kabupaten Pinrang, tahap monitoring
menjadi sangat krusial mengingat kebijakan yang diambil bersifat kompromistis, yaitu
tidak melarang secara total aktivitas pasar pagi, tetapi mengaturnya melalui
pembatasan jam operasional dan penataan pedagang. Kebijakan yang bersifat
kompromi seperti ini secara teoritis memang lebih mudah diterima oleh masyarakat,
namun di sisi lain juga memiliki tantangan yang lebih besar dalam hal pengawasan,
karena membuka ruang terjadinya pelanggaran apabila tidak diawasi secara ketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten
Pinrang, yaitu Dr. Nasruddin, S.STP., M.M, diketahui bahwa pemerintah daerah telah

melakukan upaya monitoring terhadap aktivitas pasar pagi. Beliau menyampaikan
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bahwa: “Kami tetap melakukan pengawasan di lapangan, terutama terkait jam
operasional pasar pagi. Kalau sudah melewati waktu yang ditentukan, biasanya kami
ingatkan pedagang untuk tidak lagi berjualan.” Pernyataan tersebut menunjukkan
bahwa pemerintah daerah telah melakukan monitoring secara langsung di lapangan,
khususnya dalam mengawasi kepatuhan pedagang terhadap aturan jam operasional
yang telah ditetapkan. Namun, bentuk pengawasan yang dilakukan masih bersifat
persuasif, yaitu melalui teguran atau imbauan tanpa disertai tindakan yang lebih tegas.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pihak UPTD Pasar, Muh. Aris (45
tahun), juga diketahui bahwa monitoring dilakukan secara rutin oleh petugas pasar. la
menyatakan bahwa: “Kami dari UPTD sering turun langsung untuk melihat kondisi di
lapangan, mengarahkan pedagang, dan memastikan mereka tidak berjualan
sembarangan, tapi memang masih ada yang tidak patuh.” Pernyataan ini menunjukkan
bahwa kegiatan monitoring tidak hanya dilakukan oleh satu instansi, tetapi melibatkan
berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan pasar. Hal ini mencerminkan
adanya upaya koordinasi dalam pelaksanaan monitoring. Namun demikian, fakta
bahwa masih terdapat pedagang yang tidak patuh menunjukkan bahwa efektivitas
monitoring tersebut masih belum optimal. Selain itu, pihak kecamatan kabupaten
pinrang yang diwakili oleh Muh. Ikbal Tahir, beliau juga menegaskan bahwa peran
mereka dalam monitoring lebih kepada pemberian imbauan agar aktivitas pasar tidak
mengganggu ketertiban umum, khususnya terkait kemacetan dan penggunaan badan

Jjalan.
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Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan monitoring melibatkan berbagai aktor,
seperti Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, dan aparat kecamatan, yang secara bersama-
sama berupaya menjaga ketertiban aktivitas pasar. Namun demikian, meskipun
monitoring telah dilakukan secara langsung dan melibatkan berbagai pihak, hasilnya
belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan pedagang yang berjualan di luar area
pasar dan melanggar ketentuan jam operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara pelaksanaan monitoring dengan hasil yang diharapkan.

Jika dikaitkan dengan substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat, sebenarnya mekanisme monitoring telah diatur secara jelas.
Perda tersebut memuat ketentuan mengenai pengawasan terhadap kebersihan dan
penggunaan lahan pasar, penegakan ketertiban dalam aktivitas perdagangan, serta audit
pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah. Selain itu, Perda juga menyediakan
instrumen sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin, bagi
pedagang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara normatif, keberadaan mekanisme pengawasan dan sanksi tersebut
menunjukkan bahwa desain kebijakan telah memiliki perangkat monitoring yang
cukup memadai. Namun demikian, kondisi empiris di lapangan menunjukkan adanya
kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya. Masih
banyak pedagang yang tetap berjualan di luar area pasar, bahkan melebihi jam
operasional yang telah ditentukan.

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam

tahap monitoring bukan terletak pada kelemahan regulasi, melainkan pada konsistensi
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pelaksanaan pengawasan. Pengawasan yang cenderung persuasif tanpa diiringi dengan
penegakan sanksi yang tegas menyebabkan kebijakan kehilangan daya paksa
(enforcement power), sehingga tingkat kepatuhan pedagang menjadi rendah.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian Situmorang et al. (2025) yang
menyatakan bahwa keberhasilan monitoring kebijakan sangat dipengaruhi oleh
konsistensi pengawasan dan ketegasan dalam penegakan aturan. Selain itu, penelitian
Nugroho et al. (2025) juga menunjukkan bahwa lemahnya monitoring seringkali
menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan publik di tingkat
daerah, karena kebijakan yang tidak diawasi dengan baik cenderung diabaikan oleh
masyarakat.

Penelitian oleh Nawipa & Lambe (2025) menjelaskan bahwa monitoring dalam
kebijakan pengelolaan pasar tradisional sering menghadapi kendala struktural dan
kultural. Secara struktural, keterbatasan jumlah petugas dan sarana pengawasan
menjadi hambatan dalam pelaksanaan monitoring. Sementara itu, secara kultural,
kebiasaan masyarakat yang telah lama terbentuk menjadi faktor yang sulit diubah
dalam waktu singkat.

Kondisi ini sangat relevan dengan situasi di lapangan, di mana keberadaan pasar
pagi di bagian depan pasar sentral justru menjadi daya tarik bagi pedagang, termasuk
pedagang yang memiliki lapak resmi di dalam pasar. Meskipun telah ditetapkan jam
operasional, masih terdapat pedagang yang melanggar ketentuan tersebut karena faktor

ekonomi dan preferensi terhadap lokasi yang lebih strategis. Hal ini menunjukkan
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bahwa monitoring yang dilakukan belum mampu sepenuhnya mengendalikan perilaku
pedagang sebagai target kebijakan.

Jika dianalisis lebih mendalam, monitoring yang dilakukan oleh pemerintah
daerah masih cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek perubahan
perilaku secara substantif. Pengawasan yang hanya berupa teguran tidak cukup untuk
menciptakan kepatuhan apabila tidak diikuti dengan mekanisme sanksi yang jelas dan
konsisten.

Selain itu, kelemahan dalam tahap monitoring ini juga menunjukkan bahwa
pemerintah belum sepenuhnya mengintegrasikan fungsi pengawasan dengan strategi
perubahan sosial. Monitoring seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol,
tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan
yang lebih partisipatif, pemerintah dapat memanfaatkan monitoring sebagai ruang
dialog dengan pedagang untuk memahami kebutuhan mereka sekaligus membangun
kesadaran akan pentingnya ketertiban pasar.
antara tahap perumusan kebijakan, rekomendasi, dan implementasi. Kebijakan yang
sejak awal belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi
masyarakat akan lebih sulit diawasi dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain,
kelemahan dalam monitoring juga merupakan refleksi dari keterbatasan pada tahap
sebelumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap monitoring dalam

kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi telah dilaksanakan melalui
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pengawasan langsung oleh berbagai instansi terkait. Namun demikian, pelaksanaan
monitoring tersebut belum sepenuhnya efektif, yang ditunjukkan oleh masih adanya
pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
dalam sistem monitoring, baik melalui peningkatan konsistensi pengawasan,
penegakan sanksi yang lebih tegas, penyusunan indikator evaluasi yang terukur, serta
penerapan pendekatan yang lebih partisipatif agar kebijakan yang telah dirumuskan
dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

e. Evaluasi (Evaluation)

Dalam kajian kebijakan publik, William N. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi
merupakan proses penilaian terhadap kinerja kebijakan berdasarkan dampak yang
ditimbulkan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Evaluasi juga
berfungsi sebagai dasar dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Hal ini
diperkuat oleh penelitian Anderson et al. (2021) yang menyatakan bahwa evaluasi
kebijakan menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas kebijakan publik,
khususnya dalam sektor pelayanan dan pengelolaan ruang publik.

Jika dikaitkan dengan kondisi di lapangan, evaluasi kebijakan pengelolaan Pasar
Sentral Pinrang dapat dilihat dari kondisi pasar pada tahun 2024 yang masih semrawut
dan belum tertata dengan baik. Banyak pedagang yang masih berjualan di luar area
pasar resmi, sehingga mengganggu ketertiban dan fungsi pasar sebagai ruang ekonomi
yang terorganisir. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah kemudian
mengambil langkah berupa revitalisasi pasar serta melakukan penertiban pedagang

agar menempati lapak yang telah disediakan di dalam pasar.
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Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan
evaluasi terhadap kondisi pasar dan meresponnya melalui kebijakan perbaikan. Namun
demikian, evaluasi tidak berhenti pada pengambilan kebijakan, tetapi juga harus
melihat dampak dari kebijakan tersebut setelah diterapkan. Dalam wawancara yang
dilakukan terhadap pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, yaitu Dr. Nasruddin,
S.STP., M.M, diketahui bahwa kebijakan yang telah dilakukan belum sepenuhnya
memberikan hasil yang optimal. Beliau menyampaikan bahwa: “Kami melihat memang
sudah ada perubahan, tapi belum maksimal. Masih ada pedagang yang belum tertib,
jadi memang perlu evaluasi terus supaya bisa diperbaiki ke depannya.”

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pihak UPTD Pasar, Muh. Aris (45
tahun), juga diketahui bahwa: “Kalau dibilang berhasil sepenuhnya belum, karena
masih ada pedagang yang di luar. Tapi sudah lebih baik dibanding sebelumnya,
karena sebagian sudah masuk ke dalam pasar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
kebijakan telah memberikan dampak positif berupa peningkatan keteraturan pasar,
namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Dengan kata lain, efektivitas kebijakan masih berada pada tahap parsial. Temuan ini
juga diperkuat oleh pandangan masyarakat sekitar pasar bernama Riska (29 Tahun),
yang menyatakan bahwa: “Sekarang sudah lebih tertib dibanding sebelumnya, tapi
memang belum sepenuhnya tertib.

Pernyataan ini menunjukkan adanya persepsi publik yang mengakui adanya
perbaikan kondisi pasar, namun masih melihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan

kebijakan. Dalam konteks evaluasi kebijakan, persepsi masyarakat menjadi indikator
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penting dalam menilai keberhasilan kebijakan, karena masyarakat merupakan pihak
yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Fenomena ini sejalan dengan konsep evaluasi kebijakan sebagaimana
dikemukakan oleh Sanjaya et al. (2020) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan
pada sektor ekonomi informal, seperti pasar tradisional, cenderung menunjukkan hasil
yang bersifat gradual atau bertahap. Perubahan tidak terjadi secara instan karena
adanya faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu,
penelitian oleh Apramedia et al. (2024) juga menjelaskan bahwa keberhasilan
kebijakan penataan pasar sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pedagang serta
kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan
Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya perbaikan,
namun belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Kebijakan revitalisasi dan penertiban pedagang telah memberikan dampak positif,
tetapi masih terdapat pedagang yang tidak mematuhi aturan. Oleh karena itu,
diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek
ekonomi, sosial, serta penyusunan indikator yang lebih terukur agar kebijakan yang

dihasilkan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
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Implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar
pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang
a. Standar dan tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan
karena pada tahap inilah suatu kebijakan diuji keberhasilannya dalam praktik.
Kebijakan yang telah dirumuskan secara baik tidak serta-merta dapat berjalan efektif
ap
abila tidak diimplementasikan dengan standar dan tujuan yang jelas. Dalam perspektif
teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn, standar
dan tujuan kebijakan menjadi salah satu variabel utama yang menentukan keberhasilan
implementasi. Standar dan tujuan tersebut berfungsi sebagai arah, pedoman, sekaligus
ukuran dalam menilai sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan yang
diharapkan.

Van Meter & Van Horn (1975) Sebagimana di jelaskan dalam Muksin et al

(2024) menegaskan bahwa kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan
realistis akan lebih mudah diimplementasikan karena memberikan kejelasan bagi para
pelaksana serta kelompok sasaran. Sebaliknya, kebijakan yang tidak memiliki standar
yang jelas cenderung menimbulkan multitafsir di lapangan, sehingga berpotensi
menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan. Hal ini juga diperkuat oleh Rolifola
Cahya Hartawan et. (2023) yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan kebijakan

merupakan prasyarat utama dalam keberhasilan implementasi, karena berfungsi
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sebagai dasar dalam pengambilan keputusan operasional oleh para pelaksana
kebijakan.

Jika dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi, dapat
dilihat bahwa pemerintah daerah telah merumuskan tujuan kebijakan secara normatif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, beliau
menyampaikan bahwa: “Tujuan utamanya untuk menciptakan ketertiban,
kenyamanan, dan keamanan, baik bagi pedagang maupun masyarakat.” Pernyataan
tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan telah ditetapkan secara jelas, yaitu untuk
menciptakan kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan aman. Pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa arah kebijakan telah ditetapkan secara tegas, yaitu menciptakan
kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan aman. Dalam perspektif kebijakan publik,
tujuan ini mencerminkan prinsip good governance, khususnya dalam aspek penataan
ruang publik, pelayanan kepada masyarakat, serta perlindungan terhadap kepentingan
umum.

Selain itu, tujuan kebijakan tersebut juga diperkuat oleh regulasi pendukung,
yaitu Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang secara substansi mengatur beberapa hal
penting, antara lain: larangan penggunaan badan jalan untuk aktivitas yang
mengganggu ketertiban umum, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, serta
penataan aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan kemacetan dan gangguan

sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah
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memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengatur aktivitas pasar, termasuk keberadaan
pasar pagi di sekitar Pasar Sentral.

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, kejelasan tujuan kebijakan tersebut
belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan standar operasional dalam pelaksanaannya.
Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan yang
menyatakan bahwa: “Untuk SOP pasar pagi memang sementara masih dalam tahap
perencanaan.”

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan kebijakan
dengan instrumen implementasi yang tersedia. Dalam teori implementasi kebijakan,
standar operasional (SOP) merupakan komponen penting yang berfungsi untuk
menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Tanpa
adanya SOP yang jelas, pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam
menjalankan kebijakan secara konsisten, karena tidak memiliki pedoman teknis yang
baku.

Fenomena ini sejalan dengan pandangan Mubarok et al. (2020) yang menyatakan
bahwa salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan adalah lemahnya
kejelasan standar operasional. Kebijakan yang hanya berhenti pada tataran normatif
tanpa didukung oleh aturan teknis yang jelas cenderung tidak dapat diimplementasikan
secara efektif. Selain itu, penelitian Nugrohoa et al. (2024) juga menegaskan bahwa
dalam konteks kebijakan daerah, ketiadaan SOP seringkali menyebabkan kebijakan
tidak berjalan optimal karena pelaksana tidak memiliki acuan yang jelas dalam

bertindak.
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Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif kelompok sasaran kebijakan, yaitu
pedagang pasar, terdapat perbedaan persepsi terhadap tujuan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang
yang menyatakan bahwa mereka memilih berjualan di luar pasar “’karena fasilitas di
dalam belum layak digunakan. Kondisi los yang tidak nyaman serta keterlambatan
proses renovasi menjadi faktor utama yang menyebabkan pedagang banyak tidak
menempati area pasar resmi.’’

Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa ukuran lapak yang tersedia relatif
sempit, bahkan hanya berkisar antara 1-1,5 meter persegi, sehingga tidak cukup untuk
menata barang dagangan secara nyaman. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang
mengalami kesulitan dalam menata dagangan, sementara pembeli juga merasa kurang
leluasa dalam beraktivitas di dalam pasar. Akibatnya, sebagian pedagang memilih
berjualan di luar area pasar karena dianggap lebih fleksibel dan memiliki potensi
ekonomi yang lebih besar. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan
antara tujuan kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, kondisi ini dapat dianalisis
sebagai adanya gap antara policy goals dan policy outcomes. Camillo (2017) dalam
konsep street-level bureaucracy menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat
dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dijalankan oleh
masyarakat sebagai kelompok sasaran. Apabila kebijakan tidak sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat, maka tingkat kepatuhan terhadap kebijakan

tersebut akan rendah.
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Selain itu, penelitian Melia & Dwi (2025) menunjukkan bahwa dalam kebijakan
pengelolaan pasar tradisional, kualitas fasilitas menjadi faktor utama dalam
menentukan keberhasilan implementasi. Pedagang cenderung akan mematuhi aturan
apabila fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dianggap layak dan mampu
mendukung aktivitas ekonomi mereka. Sebaliknya, apabila fasilitas tidak memadai,
maka pedagang akan mencari alternatif lain yang dianggap lebih menguntungkan,
seperti berjualan di luar area pasar.

Jika dianalisis lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang
diterapkan oleh pemerintah daerah masih cenderung bersifat top-down, di mana tujuan
kebijakan telah ditetapkan secara normatif, namun belum sepenuhnya
mempertimbangkan kesiapan kondisi empiris di lapangan. Pemerintah berupaya
menciptakan ketertiban dan kenyamanan, tetapi belum memastikan bahwa sarana dan
prasarana yang disediakan benar-benar mampu mendukung tercapainya tujuan
tersebut.

Dengan demikian, permasalahan utama ini terletak pada ketidaksinkronan antara
tujuan kebijakan dengan kesiapan implementasi di lapangan. Tujuan kebijakan secara
normatif sudah jelas dan didukung oleh regulasi seperti Perbup Nomor 24 Tahun 2016,
namun belum diimbangi dengan standar operasional yang jelas serta kualitas fasilitas
yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kebijakan sulit mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, sekaligus mempengaruhi tingkat kepatuhan pedagang sebagai kelompok

sasaran.
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Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek implementasi kebijakan,
khususnya melalui penyusunan SOP yang jelas, peningkatan kualitas fasilitas pasar,
serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi empiris masyarakat. Dengan demikian,
tujuan kebijakan untuk menciptakan pasar yang tertib, nyaman, dan aman dapat
diwujudkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

b. Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter
& Van Horn, sumber daya merupakan salah satu variabel paling fundamental yang
menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya tidak hanya dimaknai sebagai
ketersediaan anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, fasilitas, serta
kapasitas kelembagaan yang menjalankan kebijakan di tingkat implementasi. Dalam
kerangka ini, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana sumber daya
tersebut mampu mendukung tercapainya standar dan tujuan kebijakan yang telah
ditetapkan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang secara
normatif telah dirumuskan dengan baik akan sulit mencapai hasil yang diharapkan di
lapangan, bahkan berpotensi mengalami kegagalan implementasi (Van Meter & Van
Horn, 1975).

Jika ditarik ke dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di
Kabupaten Pinrang, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan sumber daya
menjadi faktor dominan yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan
secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang tetap berjualan di luar

area pasar, lemahnya pengawasan di lapangan, serta fasilitas pasar yang belum
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sepenuhnya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, terdapat
kesenjangan yang cukup jelas antara desain kebijakan yang menghendaki keteraturan
pasar dengan kondisi faktual implementasi di lapangan yang masih cenderung
semrawut.

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan sarana dan prasarana pasar
yang ada. Dalam wawancara dengan Kepala UPTD Pasar yang bernama Muh Aris, ia
menyatakan bahwa:“fasilitas pasar masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan
sebagian pedagang memilih berjualan di luar area pasar.” Pernyataan ini
menunjukkan bahwa keputusan pedagang untuk tidak masuk ke dalam area pasar
bukan semata-mata bentuk pelanggaran terhadap aturan formal, tetapi merupakan
bentuk respons rasional terhadap kondisi struktural yang ada. Dalam perspektif teori
pilihan rasional (rational choice theory), aktor ekonomi cenderung akan memilih
alternatif yang memberikan keuntungan terbesar dengan biaya paling rendah. Dalam
konteks ini, ketika fasilitas pasar dinilai kurang layak, tidak nyaman, atau tidak
memberikan potensi pendapatan yang optimal, maka pedagang akan memilih lokasi di
luar pasar yang dianggap lebih strategis secara ekonomi.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan penataan pasar tidak hanya
berhadapan dengan persoalan regulasi, tetapi juga berhadapan dengan logika ekonomi
masyarakat yang bersifat pragmatis. Dengan demikian, kegagalan sebagian
implementasi kebijakan bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan semata, melainkan oleh

ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan realitas insentif ekonomi di lapangan.
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Hal ini sejalan dengan penelitian Melia & Dwi (2025) yang menjelaskan
bahwa dalam kebijakan pengelolaan pasar tradisional, kualitas fasilitas memiliki
pengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan pedagang. Dalam penelitian tersebut
ditegaskan bahwa ketika fasilitas pasar tidak memadai, maka kebijakan penataan pasar
cenderung tidak efektif karena tidak mampu mengubah struktur insentif ekonomi yang
dihadapi oleh pedagang. Artinya, kebijakan publik tidak cukup hanya bersifat regulatif,
tetapi juga harus mampu menciptakan daya tarik ekonomi (economic attractiveness)
bagi para aktor yang menjadi target kebijakan.

Dalam konteks Pasar Sentral Pinrang, meskipun pemerintah daerah telah
melakukan upaya revitalisasi pasar selama dua tahun terakhir sebagai bagian dari
implementasi kebijakan, namun hasilnya belum sepenuhnya mampu menggeser
preferensi pedagang dari luar ke dalam pasar. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi
yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek fungsional secara
menyeluruh, terutama dalam hal kenyamanan, aksesibilitas, dan distribusi ruang
dagang yang sesuai dengan kebutuhan pedagang. Padahal, jika dikaitkan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang
layak, tertata, dan mendukung aktivitas perdagangan agar pedagang bersedia
menempati area pasar secara optimal.

Selain aspek fasilitas, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam
implementasi kebijakan ini. Dari hasil wawancara dengan Satpol PP, diketahui bahwa

keterlibatan mereka dalam penertiban pasar tidak dapat dilakukan secara intensif
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karena harus menangani berbagai wilayah dan permasalahan ketertiban umum lainnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pasar tidak bersifat fokus dan
berkelanjutan, melainkan hanya bersifat insidental ketika terjadi pelanggaran yang
dianggap sudah mengganggu ketertiban umum.

Dalam wawancara dengan salah satu anggota Satpol PP Kabupanten Pinrang
bernama Hasri Hadi (45 tahun) beliau menyampaikan “Susah kalau selalu

2

mengandalkan Satpol PP, karena juga menangani banyak tempat lain.” Pernyataan
ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas organisasi pelaksana dalam
menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Dalam perspektif Edward I11, hal in1
menggambarkan lemahnya implementing capacity, yaitu kemampuan institusi
pelaksana dalam memastikan kebijakan berjalan secara efektif di lapangan.
Keterbatasan ini berdampak langsung pada lemahnya kontrol terhadap perilaku
pedagang, sehingga pelanggaran terhadap aturan pasar menjadi bersifat berulang dan
sulit dikendalikan.

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan bahwa pola pengawasan yang terjadi
masih bersifat reaktif, bukan preventif. Artinya, aparat baru melakukan tindakan ketika
pelanggaran sudah terjadi, bukan mencegah pelanggaran tersebut sejak awal melalui
pengawasan yang konsisten. Akibatnya, setelah dilakukan penertiban, pedagang
cenderung kembali berjualan di luar area pasar ketika pengawasan tidak lagi dilakukan

secara intensif. Pola ini mencerminkan lemahnya sustainability dalam implementasi

kebijakan di tingkat lapangan.
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Dalam perspektif Lika Tsintsadze (2023), kondisi ini dapat dijelaskan sebagai
implementation gap, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan
dengan realitas pelaksanaannya. Pemerintah menghendaki terciptanya ketertiban pasar
melalui relokasi pedagang ke dalam area pasar, namun keterbatasan sumber daya
manusia dan lemahnya sistem pengawasan membuat tujuan tersebut sulit direalisasikan
secara konsisten.

Selain itu, dari sisi sumber daya finansial, pemerintah daerah memang telah
mengalokasikan anggaran untuk program revitalisasi pasar. Namun berdasarkan
temuan di lapangan, revitalisasi tersebut masih belum sepenuhnya tuntas dan merata.
Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu menjawab
kebutuhan struktural pasar, terutama dalam hal penyediaan fasilitas yang benar-benar
layak dan sesuai dengan kebutuhan pedagang.

Dalam perspektif Gea et al. (2025), kondisi seperti ini umum terjadi pada
kebijakan infrastruktur publik di negara berkembang, di mana keterbatasan fiskal
menyebabkan proses pembangunan dilakukan secara bertahap (incremental), sehingga
sering kali menghasilkan ketimpangan antara kebutuhan lapangan dengan hasil
pembangunan. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bersifat transformasional justru
hanya menghasilkan perubahan terbatas yang belum mampu mengubah perilaku
masyarakat secara signifikan.

Jika dianalisis lebih dalam, persoalan sumber daya dalam implementasi
kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang tidak hanya

bersifat teknis, tetapi juga Dbersifat struktural dan institusional. Terdapat
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ketidakseimbangan antara tiga elemen utama, yaitu kebijakan formal pemerintah,
kapasitas sumber daya pelaksana, dan rasionalitas ekonomi pedagang.
Ketidakseimbangan ini menciptakan situasi di mana kebijakan tidak memiliki daya
dorong yang cukup untuk mengubah pola perilaku sosial-ekonomi masyarakat secara
menyeluruh.

Di satu sisi, pemerintah berupaya mengatur melalui regulasi dan revitalisasi fisik
pasar, yang juga diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24
Tahun 2016 yang menekankan pentingnya ketertiban, kebersihan, dan penataan ruang
publik. Namun di sisi lain, pedagang tetap bertindak berdasarkan logika keuntungan
ekonomi dan kemudahan akses, sementara aparat pelaksana di lapangan memiliki
keterbatasan sumber daya untuk memastikan kepatuhan secara konsisten dan
berkelanjutan.

Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “ketidaksinambungan
implementasi kebijakan”, yaitu situasi di mana kebijakan secara formal telah tersedia
dan memiliki dasar hukum yang jelas, namun tidak didukung oleh kapasitas sumber
daya yang memadai untuk mengubah realitas sosial di lapangan. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan
Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang belum berfungsi secara optimal
sebagai instrumen strategis dalam mendorong perubahan perilaku. Sumber daya yang
ada masih lebih berfungsi sebagai alat administratif dalam menjalankan kebijakan,
bukan sebagai kekuatan utama yang mampu menciptakan transformasi struktural

dalam pengelolaan pasar. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan dengan tujuan
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menciptakan ketertiban dan efisiensi pasar masih menghadapi tantangan besar dalam
tahap implementasinya di lapangan.
c. Komunikasi antar Pelaksana

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter
& Van Horn, komunikasi antar organisasi merupakan variabel penting yang
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi dalam hal ini tidak
hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kejelasan
pesan, konsistensi instruksi, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa seluruh
pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan, prosedur, dan
langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak optimal
akan menimbulkan perbedaan interpretasi, lemahnya koordinasi, serta inkonsistensi
dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar
pagi di Kabupaten Pinrang, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar
organisasi pada dasarnya telah terbangun, namun belum berjalan secara efektif dan
konsisten. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi formal melalui rapat antar instansi,
tetapi belum diikuti dengan mekanisme komunikasi operasional yang berkelanjutan di
lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan, diketahui bahwa:
“koordinasi dilakukan lewat rapat antara Dinas, UPTD, Satpol PP, dan kecamatan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Satpol PP dan kecamatan, yang
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menyatakan bahwa koordinasi biasanya dilakukan dalam forum rapat untuk
menyepakati langkah-langkah penertiban, termasuk pengaturan jam operasional
pasar pagi dan penempatan pedagang ke dalam area pasar.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara struktural, komunikasi antar
organisasi telah tersedia dan berjalan dalam bentuk forum formal. Dalam perspektif
teori organisasi, kondisi ini mencerminkan adanya formal coordination mechanism,
yaitu koordinasi yang dilakukan melalui struktur resmi seperti rapat, pertemuan lintas
instansi, dan kesepakatan kebijakan bersama. Menurut Widaningsih et al. (2022)
koordinasi formal melalui rapat lintas instansi merupakan instrumen penting dalam
menyelaraskan tujuan antar unit kerja. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada
sejauh mana hasil koordinasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan
operasional di lapangan.

Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan,
sebenarnya telah terdapat landasan normatif yang mengatur pentingnya keterpaduan
dalam pelaksanaan ketertiban umum. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa
penertiban aktivitas masyarakat termasuk larangan penggunaan badan jalan untuk
kegiatan yang mengganggu ketertiban, serta kewajiban menjaga kebersihan dan
keteraturan memerlukan peran aktif berbagai perangkat daerah secara terpadu. Hal ini
secara implisit menuntut adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar

pelaksana kebijakan.
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Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, komunikasi yang bersifat formal
tersebut belum mampu menjamin efektivitas implementasi di tingkat lapangan. Hal ini
terlihat dari pernyataan informan yang menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan
telah dibuat dalam rapat, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan secara
konsisten. Dalam wawancara sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Satpol PP
Kabupaten Pinrang yang bernama Hasri Hadi (49 tahun) beliau menyatakan bahwa
“setelah penertiban, pengawasannya masih perlu ditingkatkan.” Sementara itu, dalam
wawancara yang dialakukan terhadap kecamatan kabupaten pinrang yang bernama
Muh Ikbal Tahir (40 tahun) juga menyatakan bahwa “koordinasi ada, tapi dalam
pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.”

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komunikasi pada
tingkat perencanaan dengan komunikasi pada tingkat implementasi. Dengan kata lain,
komunikasi antar organisasi masih berhenti pada tahap koordinasi awal
(decisionmaking level), tetapi belum berkembang menjadi sistem komunikasi
operasional yang berkelanjutan di tingkat pelaksanaan (operational level).

Dalam perspektif Edward III (1980), Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian
Sutmasa (2021) kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam dimensi
komunikasi kebijakan, khususnya pada aspek konsistensi dan kejelasan transmisi
kebijakan. Edward I1I menekankan bahwa komunikasi yang efektif harus memenuhi
tiga unsur utama, yaitu transmisi (penyampaian informasi), kejelasan (clarity), dan
konsistensi (consistency). Dalam kasus ini, transmisi informasi melalui rapat memang

telah dilakukan, namun tidak diikuti dengan konsistensi implementasi di lapangan,
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sehingga kebijakan tidak berjalan secara optimal.

Penelitian oleh Prihatin et al. (2021) dalam kajian implementasi kebijakan
juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh content of
policy dan context of implementation, termasuk di dalamnya hubungan antar aktor
pelaksana. Ketika komunikasi antar aktor tidak berjalan secara intensif dan
berkelanjutan, maka kebijakan cenderung mengalami distorsi dalam pelaksanaannya.

Kondisi ini juga dapat dianalisis menggunakan perspektif teori jaringan
kebijakan (policy network theory), yang menekankan pentingnya interaksi yang
berkelanjutan antar aktor dalam suatu kebijakan. Menurut Rhodes (1990), kebijakan
publik pada dasarnya tidak dijalankan oleh satu aktor tunggal, melainkan melalui
jaringan aktor yang saling bergantung. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif dan
kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi
kebijakan.

Dalam konteks pengelolaan pasar, aktor yang terlibat tidak hanya pemerintah
daerah, tetapi juga UPTD pasar, Satpol PP, kecamatan, serta pedagang sebagai aktor
non-pemerintah. Ketika komunikasi antar aktor ini tidak berjalan secara intensif dan
berkelanjutan, maka akan muncul fragmentasi kebijakan (policy fragmentation), yaitu
kondisi di mana setiap aktor menjalankan perannya secara terpisah tanpa koordinasi
yang kuat.

Fragmentasi ini terlihat dari pembagian peran yang belum berjalan optimal.
Misalnya, fungsi pengawasan di lapangan seharusnya tidak hanya bergantung pada

Satpol PP, tetapi juga melibatkan pengelola pasar (UPTD) secara aktif dan konsisten.



94

Namun dalam praktiknya, sebagaimana diungkapkan oleh informan, pengawasan
masih sering dianggap sebagai tanggung jawab utama Satpol PP, sementara aktor lain
belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan wawancara dari Satpol PP Kabupaten
Pinrang, ia menyatakan bahwa “tidak bisa selalu mengandalkan Satpol PP, karena
Jjuga menangani banyak tempat lain.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak adanya
pembagian peran yang jelas dan terkomunikasikan secara efektif antar organisasi
menyebabkan beban implementasi kebijakan menjadi tidak seimbang. Akibatnya,
ketika salah satu aktor tidak hadir atau tidak optimal, maka keseluruhan sistem
pengawasan menjadi lemah.

Dalam kajian implementasi kebijakan, kondisi seperti ini sering disebut
sebagai coordination failure. Penelitian Bunker (2010) menjelaskan bahwa kegagalan
koordinasi antar organisasi akan menyebabkan kebijakan kehilangan efektivitasnya,
karena tidak adanya kesatuan tindakan (unity of action) di antara para pelaksana
kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Jumria Mansur (2021) yang menyatakan
bahwa kompleksitas aktor dalam implementasi kebijakan menuntut adanya komunikasi
yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat insidental.

Selain itu, lemahnya komunikasi antar organisasi juga berdampak pada tidak
optimalnya proses sosialisasi kebijakan kepada pedagang. Meskipun secara umum
pedagang telah mengetahui adanya aturan mengenai jam operasional pasar pagi, namun
tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan

belum mampu membangun pemahaman dan kesadaran yang kuat di kalangan
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pedagang.

Penelitian Astri Febriana Syaripudin et al. (2020), komunikasi kebijakan
yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu
mempengaruhi sikap dan perilaku kelompok sasaran. Dalam kasus ini, komunikasi
yang dilakukan masih bersifat satu arah (top-down communication), yaitu pemerintah
menyampaikan aturan kepada masyarakat tanpa diikuti dengan pendekatan partisipatif
yang melibatkan pedagang secara aktif.

Akibatnya, kebijakan tidak sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan bersama,
melainkan hanya dianggap sebagai kewajiban administratif. Hal ini menyebabkan
tingkat kepatuhan pedagang menjadi rendah dan cenderung situasional, yaitu hanya
patuh ketika ada pengawasan. Lebih jauh, lemahnya komunikasi antar organisasi juga
berdampak pada inkonsistensi dalam penegakan aturan. Dalam beberapa kasus,
pedagang yang telah ditertibkan kembali berjualan di luar area pasar karena tidak
adanya pengawasan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem komunikasi
yang memastikan tindak lanjut (follow-up mechanism) dari setiap kebijakan yang telah
disepakati.

Dalam perspektif Mubarok et al. (2020) implementasi kebijakan yang efektif
membutuhkan kejelasan struktur komunikasi serta mekanisme pengendalian yang
mampu memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan dijalankan secara konsisten di
lapangan. Tanpa adanya mekanisme tersebut, kebijakan akan mudah mengalami

penyimpangan dalam implementasinya.
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Jika dianalisis secara keseluruhan, persoalan komunikasi antar organisasi
dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten
Pinrang mencerminkan adanya kesenjangan antara komunikasi formal dan komunikasi
operasional. Komunikasi formal melalui rapat memang telah berjalan, namun belum
ditkuti dengan komunikasi operasional yang bersifat rutin, terstruktur, dan
berkelanjutan di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam
implementasi kebijakan ini belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen integrasi
antar aktor kebijakan. Komunikasi yang ada masih bersifat administratif dan belum
mampu menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan. Akibatnya,
implementasi kebijakan berjalan secara parsial, tidak konsisten, dan belum sepenuhnya
mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan pasar yang tertib, teratur,
dan berfungsi secara optimal bagi masyarakat.

d. Karakteristik Pelaksana Kebijakan

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van
Meter & Van Horn, karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu variabel penting
yang menentukan bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Karakteristik ini
mencakup pola perilaku aparat, gaya kepemimpinan, tingkat komitmen, serta cara
pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Agen pelaksana
bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi juga aktor yang secara langsung mempengaruhi

berhasil atau tidaknya suatu kebijakan melalui pendekatan yang mereka gunakan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD Pasar Kabupaten Pinrang,
disebutkan bahwa pengawasan terhadap pedagang lebih banyak dilakukan melalui
imbauan dan teguran. Hal serupa juga disampaikan oleh pihak Satpol PP Kabupaten
Pinrang yang menyatakan bahwa penertiban tidak dilakukan setiap hari, sehingga
tindakan di lapangan cenderung tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa
aparat pelaksana lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi
pedagang dibandingkan dengan pendekatan represif yang berbasis penegakan aturan
secara tegas.

Pendekatan persuasif dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar dapat
dilihat dari upaya pemerintah dalam melakukan komunikasi dan pembinaan kepada
pedagang sebelum melakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian
Pasciana et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pasar
tradisional tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada efektivitas
komunikasi antara pemerintah dan pedagang. Sosialisasi kebijakan menjadi salah satu
instrumen penting dalam pendekatan persuasif untuk meningkatkan kepatuhan tanpa
menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan
Keindahan, pendekatan persuasif tersebut sebenarnya perlu diimbangi dengan
penegakan aturan yang tegas. Dalam regulasi tersebut telah ditegaskan adanya larangan
penggunaan badan jalan untuk aktivitas yang mengganggu ketertiban umum,

kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, serta pengaturan aktivitas masyarakat agar
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tidak menimbulkan kemacetan dan gangguan sosial. Ketentuan ini secara normatif
mengandung konsekuensi adanya tindakan penertiban dan penegakan hukum terhadap
pelanggaran yang terjadi.

Akan tetapi, dalam praktiknya, penggunaan pendekatan persuasif yang tidak
diimbangi dengan ketegasan justru menimbulkan lemahnya daya paksa kebijakan. Hal
ini terlihat dari fenomena di lapangan di mana pedagang yang telah diberikan teguran
tetap kembali berjualan di bahu jalan ketika pengawasan tidak berlangsung. Kondisi
ini menunjukkan bahwa imbauan semata tidak cukup untuk mengubah perilaku
pedagang secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Edward I1I Sebagaimana di jelaskan dalam penelitian Sutmasa
(2021), kondisi ini mencerminkan lemahnya aspek enforcement dalam implementasi
kebijakan. Edward III menegaskan bahwa kebijakan akan efektif apabila memiliki
kekuatan untuk ditegakkan secara konsisten. Ketika aparat pelaksana tidak
menunjukkan ketegasan dalam menjalankan aturan, maka kebijakan akan kehilangan
legitimasi di mata masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pedagang tidak lagi melihat
aturan sebagai sesuatu yang mengikat, melainkan hanya sebagai formalitas yang dapat
dilanggar tanpa konsekuensi yang berarti.

Lebih lanjut, karakteristik agen pelaksana yang cenderung persuasif ini juga
dapat dijelaskan melalui teori kelembagaan (institutional theory). Menurut March &
Olsen (1989), perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh norma dan budaya yang
berkembang di dalam institusi. Dalam konteks ini, kecenderungan aparat untuk

menghindari penindakan tegas dapat mencerminkan budaya birokrasi yang lebih
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mengutamakan harmoni sosial daripada penegakan aturan.

Dalam lingkungan pasar tradisional, aparat pelaksana sering kali memiliki
kedekatan sosial dengan pedagang, baik secara kultural maupun hubungan sehari-hari.
Kedekatan ini membuat aparat cenderung menggunakan pendekatan kompromi agar
tidak merusak hubungan sosial. Namun di sisi lain, pendekatan ini justru mengurangi
efektivitas kebijakan karena tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.

Penelitian oleh Mubarok et al (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh gaya penegakan yang digunakan oleh
aparat. Pendekatan yang terlalu lunak cenderung menurunkan tingkat kepatuhan,
terutama jika tidak disertai dengan sanksi yang jelas dan konsisten. Sebaliknya,
kombinasi antara pendekatan persuasif dan penegakan hukum yang tegas terbukti lebih
efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan temuan Bunker (2010) yang menyatakan bahwa
salah satu kelemahan implementasi kebijakan publik di Indonesia adalah rendahnya
ketegasan aparat pelaksana. Kebijakan sering kali hanya dijalankan sebatas imbauan
tanpa adanya tindakan nyata untuk memastikan kepatuhan. Akibatnya, kebijakan tidak
memiliki dampak signifikan dalam mengubah kondisi di lapangan.

Jika dianalisis lebih dalam, karakteristik agen pelaksana dalam kasus
pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi menunjukkan adanya ketidakseimbangan
antara pendekatan sosial dan pendekatan hukum. Aparat pelaksana lebih dominan
menggunakan pendekatan sosial, sementara aspek penegakan hukum sebagaimana

diamanatkan dalam regulasi belum dioptimalkan secara maksimal. Kondisi ini



100

menyebabkan kebijakan tidak memiliki daya tekan yang cukup kuat untuk mengatur
perilaku pedagang.

Selain itu, ketidakhadiran petugas secara rutin di lapangan juga memperkuat
pola pelanggaran yang berulang. Dalam perspektif teori perilaku organisasi, kondisi ini
dapat menciptakan moral hazard, yaitu situasi di mana individu cenderung melakukan
pelanggaran karena rendahnya risiko pengawasan. Pedagang akan menunjukkan
kepatuhan ketika terdapat kehadiran aparat, namun kembali melanggar ketika
pengawasan tidak berlangsung secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dan kerangka teori yang digunakan, dapat
dianalisis bahwa karakteristik agen pelaksana memiliki pengaruh yang sangat
signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pendekatan persuasif yang
digunakan memang mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah
dan pedagang, namun belum mampu menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana
dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi belum
sepenuhnya mendukung efektivitas kebijakan. Pendekatan yang terlalu lunak
menyebabkan lemahnya daya paksa kebijakan, sehingga pelanggaran terus terjadi
secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pendekatan pelaksana
kebijakan, yaitu dengan mengombinasikan pendekatan persuasif dan penegakan aturan
yang tegas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati, agar implementasi

kebijakan dapat berjalan secara lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.
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e. Kondisi sosial, ekonomi Masyarakat

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter
& Van Horn, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan variabel penting yang
mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel ini menekankan
bahwa kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan ekonomi yang
dihadapi oleh kelompok sasaran. Apabila kebijakan tidak selaras dengan kebutuhan
dan kondisi ekonomi masyarakat, maka tingkat kepatuhan terhadap kebijakan
cenderung rendah, meskipun aturan telah ditetapkan secara formal.

Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar
pagi, hasil wawancara dengan pedagang bernama Masna (43 tahun) menunjukkan
bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka memilih tetap berjualan di luar
area pasar. Salah satu pedagang menyatakan bahwa mereka berjualan di luar karena
fasilitas di dalam pasar belum layak, serta proses revitalisasi yang berlangsung lebih
lama dari yang dijanjikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan pedagang bukan
semata-mata bentuk pelanggaran, tetapi merupakan respons rasional terhadap situasi
ekonomi yang mereka hadapi.

Selain itu, pedagang juga mengakui bahwa mereka mengetahui adanya aturan
terkait jam operasional pasar pagi, yaitu dari pukul 06.00 hingga 11.00. Namun,
meskipun aturan tersebut telah disosialisasikan, tingkat kepatuhan masih rendah. Hal
ini diperkuat oleh pernyataan pedagang yang menyebutkan bahwa teguran dari petugas
hanya bersifat imbauan tanpa sanksi tegas, sehingga banyak pedagang yang tetap

melanggar aturan.
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Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan perspektif rational choice theory,
di mana individu akan bertindak berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian.
Dalam hal ini, pedagang memilih berjualan di luar pasar karena dianggap lebih
menguntungkan secara ekonomi, baik dari segi jumlah pembeli maupun kemudahan
akses. Ketika manfaat ekonomi dari pelanggaran lebih besar dibandingkan risiko
sanksi, maka pelanggaran akan terus terjadi.

Lebih lanjut, keluhan pedagang mengenai fasilitas pasar yang tidak memadai
juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan rendahnya kepatuhan. Pedagang
menyatakan bahwa kondisi los pasar tidak nyaman dan kurang layak digunakan untuk
berdagang. Bahkan terdapat persepsi negatif terhadap fasilitas yang disediakan, yang
dianggap tidak mendukung aktivitas ekonomi mereka. Dalam perspektif kebijakan
publik, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan pasar belum mampu
menciptakan insentif yang cukup bagi pedagang untuk berpindah ke dalam pasar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bloom et al. (1998) yang menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara
kebijakan dengan kepentingan ekonomi kelompok sasaran. Ketika kebijakan tidak
memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat, maka tingkat kepatuhan akan
cenderung rendah.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, secara normatif telah diatur
mengenai larangan penggunaan badan jalan untuk aktivitas yang mengganggu

ketertiban umum, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, serta pengaturan
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aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan kemacetan dan gangguan sosial.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan
keteraturan dan kenyamanan ruang publik. Namun demikian, dalam implementasinya,
kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi
pedagang sebagai kelompok sasaran utama, sehingga menimbulkan kesenjangan antara
aturan formal dan realitas di lapangan.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pasar, diketahui bahwa
keberadaan pasar pagi tidak sepenuhnya dipandang negatif. Masyarakat mengakui
bahwa pasar pagi membantu perekonomian pedagang kecil dan memudahkan akses
terhadap kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pasar pagi telah menjadi
bagian dari sistem sosial-ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, masyarakat juga mengeluhkan dampak negatif dari
keberadaan pasar pagi, seperti kemacetan, gangguan kebersihan, dan ketidaktertiban
parkir. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme persepsi di masyarakat, di mana
pasar pagi dipandang sebagai kebutuhan ekonomi sekaligus sebagai sumber gangguan
terhadap ketertiban umum.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui
konsep embeddedness yang dikemukakan oleh Grenovetter (1985), di mana aktivitas
ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Pasar pagi bukan hanya ruang
ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya penertiban yang tidak mempertimbangkan dimensi sosial ini
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cenderung menghadapi resistensi.

Lebih lanjut, penelitian oleh Geertz (1963) Sebgaimana di jelaskan di
penelitian Cahya et al. (2025) tentang ekonomi pasar tradisional di Indonesia
menunjukkan bahwa pasar bukan sekadar tempat transaksi, tetapi juga ruang interaksi
sosial yang membentuk hubungan antara pedagang dan pembeli. Dalam konteks ini,
keberadaan pasar pagi memiliki nilai sosial yang tidak dapat diabaikan dalam proses
implementasi kebijakan.

Dari sisi masyarakat, terdapat juga harapan agar pemerintah meningkatkan
pengawasan dan ketegasan dalam penegakan aturan. Masyarakat menilai bahwa
pengawasan sudah ada, namun belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat sebenarnya mendukung kebijakan penertiban, tetapi mengharapkan
implementasi yang lebih tegas dan berkelanjutan.

Jika dianalisis secara keseluruhan, kondisi sosial dan ekonomi dalam
implementasi kebijakan pengelolaan pasar menunjukkan adanya ketidakseimbangan
antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Pemerintah berupaya menciptakan
ketertiban dan keteraturan, sementara pedagang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan ekonomi, dan masyarakat berada di posisi tengah sebagai pihak yang
merasakan manfaat sekaligus dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan adanya policy
trade-off, yaitu dilema antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan
ekonomi masyarakat kecil. Kebijakan yang terlalu menekankan penertiban tanpa

mempertimbangkan aspek ekonomi akan sulit diterima oleh pedagang, sementara
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kebijakan yang terlalu longgar akan mengurangi efektivitas penataan pasar.

Dari wawancara dan kerangka teori yang ada, dapat dianalisis bahwa kondisi
sosial dan ekonomi pedagang serta masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan pengelolaan pasar belum
sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi pedagang dan realitas sosial
masyarakat, sehingga implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan pengelolaan pasar tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan penegakan
aturan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memahami dan mengakomodasi
kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima dan dijalankan secara efektif,
sehingga tujuan penataan pasar dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan
ekonomi pedagang.

f. Disposisi Pelaaksana

Disposisi pelaksana merupakan salah satu variabel penting dalam teori
implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn. Disposisi
merujuk pada sikap, komitmen, serta tingkat kesediaan aparat pelaksana dalam
menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana ini sangat menentukan
keberhasilan implementasi, karena meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik
dan didukung oleh sumber daya yang memadai, tanpa adanya komitmen dan ketegasan

dari pelaksana, maka kebijakan akan sulit berjalan secara efektif
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Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi, hasil penelitian
menunjukkan bahwa disposisi pelaksana cenderung belum optimal, khususnya dalam
hal ketegasan dan konsistensi dalam menegakkan aturan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan pihak kecamatan kabupaten Pinrang, disebutkan bahwa: “Kalau dari awal kita
tegas saat turun ke lapangan, sebenarnya aturan itu bisa dijalankan.” Pernyataan ini
menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan,
melainkan pada sikap pelaksana yang belum sepenuhnya tegas dalam menjalankan
kebijakan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang kabupaten Pinrang
yang menyatakan bahwa: “Pernah ditegur, tapi Cuma teguran biasa, tidak ada sanksi
tegas.”

Kondisi ini mencerminkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh pelaksana
lebih bersifat persuasif dibandingkan represif. Dalam perspektif kebijakan publik,
pendekatan seperti ini dikenal sebagai soft enforcement, yaitu penegakan aturan
melalui imbauan dan pendekatan sosial, bukan melalui sanksi yang tegas.

Menurut Edward 111 (1980) sebagaimana dijelaskan dalam Pasciana et al. (2023),
disposisi pelaksana mencakup tiga aspek utama, yaitu pemahaman terhadap kebijakan,
arah respon (menerima atau menolak), serta intensitas komitmen dalam melaksanakan
kebijakan. Dalam kasus ini, pelaksana sebenarnya memahami tujuan kebijakan, namun
intensitas komitmen dalam bentuk ketegasan masih relatif rendah, sehingga
implementasi menjadi tidak konsisten.

Lebih lanjut, Lipsky (1980) sebagaimana dijelaskan dalam Camillo( 2017)

dalam konsep street-level bureaucracy menjelaskan bahwa aparat pelaksana di
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lapangan seringkali menggunakan diskresi dalam menjalankan kebijakan. Diskresi ini
dapat berupa kelonggaran dalam penegakan aturan, terutama ketika pelaksana
mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pasar pagi,
pelaksana cenderung memaklumi pelanggaran pedagang karena memahami bahwa
aktivitas tersebut berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, di sisi
lain, sikap yang terlalu toleran ini justru berdampak pada rendahnya kepatuhan
pedagang terhadap aturan. Hal ini karena tidak adanya konsekuensi nyata atas
pelanggaran yang dilakukan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan
pola perilaku yang permisif, di mana pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa belum efektifnya penertiban pedagang yang
berjualan di bahu jalan disebabkan oleh belum optimalnya ketegasan pemerintah dalam
menegakkan aturan yang berlaku. Meskipun penertiban telah dilakukan melalui
pendekatan persuasif berupa imbauan dan teguran, tindakan tersebut belum
memberikan efek jera kepada pedagang sehingga sebagian pedagang kembali berjualan
di lokasi yang sama setelah petugas meninggalkan lokasi.

Selain itu, pengawasan yang belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
menyebabkan pelanggaran terhadap aturan masih terus terjadi. Ketika pengawasan
dilakukan, pedagang cenderung mematuhi aturan, namun ketika pengawasan
berkurang pedagang kembali memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat berjualan.

Di sisi lain, rendahnya tingkat kepatuhan pedagang juga menjadi faktor utama
yang menyebabkan penertiban belum berjalan efektif. Sebagian pedagang tetap

memilih berjualan di bahu jalan karena dianggap lebih strategis dan lebih
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menguntungkan dari segi ekonomi. Dengan demikian, ketidakefektifan penertiban
pedagang di bahu jalan dipengaruhi oleh belum optimalnya ketegasan pemerintah,
kurang konsistennya pengawasan, serta rendahnya tingkat kepatuhan pedagang

terhadap aturan yang berlaku.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan Pasar
Sentral Pinrang, khususnya terkait keberadaan pasar pagi di sekitar area pasar, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar pagi di
sekitar Pasar Sentral Pinrang dilakukan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan
yang berkembang di lapangan, seperti aktivitas perdagangan yang tidak tertata, penggunaan
badan jalan sebagai tempat berdagang, gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, serta
permasalahan kebersihan lingkungan. Upaya pengaturan tersebut diwujudkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan. Namun, proses perumusan kebijakan tersebut cenderung
bersifat responsif terhadap kondisi yang telah berkembang sehingga belum sepenuhnya
mampu mengantisipasi dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi aktivitas
perdagangan di sekitar pasar.

2. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar pagi
di sekitar Pasar Sentral Pinrang belum berjalan secara optimal. Meskipun
pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, Satpol PP, dan instansi

terkait telah melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban terhadap pedagang

yang berjualan di bahu jalan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.
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Ketidakefektifan penertiban pedagang di bahu jalan dipengaruhi oleh belum
optimalnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan, pengawasan yang
belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta koordinasi antarinstansi
yang masih perlu diperkuat. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan pedagang dan
faktor ekonomi yang menyebabkan lokasi di luar pasar dianggap lebih strategis dan
lebih menguntungkan turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan
yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga tujuan untuk
menciptakan ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keteraturan aktivitas

perdagangan belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan kebijakan
pengelolaan pasar tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada
pelaksanaan yang konsisten dan tegas di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah
daerah disarankan untuk meningkatkan ketegasan dalam penegakan aturan, disertai
dengan penerapan sanksi yang jelas bagi pelanggaran yang terjadi. Selain itu,
penguatan koordinasi antar instansi seperti Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, dan
Satpol PP perlu dilakukan secara lebih intensif agar pelaksanaan kebijakan dapat
berjalan secara terintegrasi dan efektif. Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan

teknis yang lebih spesifik terkait pengelolaan pasar pagi agar tidak menimbulkan
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interpretasi yang berbeda di lapangan.

. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pasar yang telah
disediakan, termasuk hasil renovasi pasar, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan
preferensi pedagang. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap kelayakan
fasilitas, penataan ulang lokasi berdagang yang lebih strategis, serta pemberian
dorongan atau insentif yang tepat agar pedagang bersedia menempati area pasar
resmi.

. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan kepada
pedagang dan masyarakat. Sosialisasi tidak hanya berfokus pada penyampaian
aturan, tetapi juga pada pemberian pemahaman mengenai tujuan dan manfaat
kebijakan dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan pasar.

. Masyarakat, khususnya pedagang, sebagai aktor utama dalam aktivitas pasar
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang
telah ditetapkan. Pedagang diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek
keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka
panjang terhadap ketertiban, kenyamanan, dan keberlanjutan aktivitas pasar. Dalam
hal ini, diperlukan adanya pendekatan edukatif dan partisipatif dari pemerintah agar

pedagang dapat memahami pentingnya penataan pasar yang tertib dan teratur.
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Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat

Peraturan Bupati Pinrang No 24 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban,

Kebersihan Dan Keindahan



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Kebijakan Pengelolalaan Pasar Sentral Pinrang

A. Identitas Informan

1.

Nama/Insial:

2. Jenis Kelamin:
3. Usia:

4.
5
6
7

Pendidikan Terakhir:

. Instansi Komunitas:
. Jebatan/Peran Utama:

. Tempat Tinggal :

B. Informan Penelitian

1.

6.

Sekda Kabupaten Pinrang

2. Kepala UPTD Pasar
3. Satpol PP

4.
5

Aparat Kecamatan

. Pedagang Pasar Pagi / Pasar Sentral

Masyarakat Sekitar Pasar

C. Pedoman Wawancara

Untuk Sekda Kab Pinrang

Fokus: Perumusan kebijakan
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1. Bagaimana latar belakang pengaturan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi?

2. Apakah keberadaan pasar pagi sudah masuk dalam regulasi resmi

(Perda/Perbup/SK)?

3. Apakah dalam perumusan kebijakan tersebut pemerintah melibatkan pedagang

4. Apa tujuan utama kebijakan pengelolaan pasar yang diterapkan saat ini?

atau masyarakat?
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5. Apakah pernah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pasar, khususnya pasar
pagi?
Untuk Dinas Perdagangan
1. Bagaimana proses perumusan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar
pagi?
2. Aturan apa saja yang mengatur aktivitas pedagang pasar pagi?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penertiban pedagang?
4. Apakah koordinasi antarinstansi (UPTD, Satpol PP, kecamatan) berjalan efektif?
5. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pasar?
Untuk Kepala UPTD Pasar
(Fokus: Implementasi teknis kebijakan)
1. Bagaimana sistem pengelolaan dan pengawasan pedagang di Pasar Sentral?
2. Apakah masih banyak pedagang yang berjualan di luar area resmi?
3. Bagaimana peran UPTD dalam menertibkan pasar pagi?
4. Apakah jumlah petugas dan fasilitas sudah memadai?
5. Apakah ada penertiban? dan apakah sering tidak konsisten?
Untuk Satpol PP
(Fokus: Pengawasan & disposisi pelaksana)
1. Sejauh mana keterlibatan Satpol PP dalam penertiban pasar pagi?
2. Apakah ada kendala dalam menegakkan aturan di lapangan?
3. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar?
4. Mengapa pedagang sering kembali berjualan di bahu jalan?
Untuk Aparat Kecamatan
Fokus: Implementasi Kebijakan & Koordinasi Wilayah
1. Bagaimana peran pihak kecamatan dalam pengawasan dan penertiban pasar pagi
di sekitar Pasar Sentral?
2. Bagaimana koordinasi antara kecamatan dengan Dinas Perdagangan, UPTD
Pasar, dan Satpol PP terkait pasar pagi?
3. Apakah kebijakan pengaturan pasar pagi sudah tersosialisasi dengan baik kepada
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masyarakat dan pedagang?
4. Kendala apa yang dihadapi kecamatan dan Apakah kebijakan sudah berjalan
efektif di lapangan?
5. Menurut pihak kecamatan, mengapa keberadaan pasar pagi masih sulit
dikendalikan?
Untuk Pedagang Pasar Pagi / Pasar Sentral
(Fokus: Dampak kebijakan & kondisi sosial ekonomi)
1. Mengapa Bapak/Ibu memilih berjualan di pasar pagi atau bahu jalan?
2. Apakah mengetahui adanya aturan terkait pasar pagi?
3. Apakah pernah mendapat teguran dari petugas?
4. Apakah fasilitas di dalam pasar sudah memadai?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan pasar saat ini sudah adil?
Untuk Masyarakat Sekitar Pasar
(Fokus: Dampak kebijakan)
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keberadaan pasar pagi?
2. Apakah pasar pagi mengganggu aktivitas masyarakat?
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pengawasan pemerintah?

4. Apakah kebijakan pasar saat ini sudah tertib dan efektif?
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Coding Data Wawancara

Informan: A. Tjalo Kerrang, S.P.,M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang)

Fokus: Perumusan Kebijakan

Coding

Narasi

Kejelasan
Regulasi

Untuk regulasinya sudah jelas, yaitu perda nomor 6 tahun 2024 tentang
pengelolaan pasar rakyat. Dalam perda tersebut diatur bahwa setiap pasar
harus memliki fasilitas memadai dan pedagang wajib menampati fasilitas
yang telah disediakan. Pasar pagi pada dasarnya bagian dari aktivitas
pedagang pasar, sehingga mereka juga harus mengikuti aturan dan
menmpati lapak resmi agar pasar bisa tertata dan teratur.”’

Latar
Belakang

Latar belakang pengaturan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang karena
kondisi pasar pada tahun 2024 terlihat kurang tertata. Bangunan pasar
sudah kurang baik dan banyak pedagang berjualan di luar area pasar
sehingga terlihat semrawut. Oleh karena itu pemerintah daerah melakukan
revitalisasi pasar selama dua tahun terakhir untuk memperbaiki kondisi
pasar serta menata kembali pedagang agar pasar menjadi lebih tertib dan
teratur.

Perumusan
Kebijakan

Dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar, pemerintah daerah
melibatkan DPRD sebagai representasi masyarakat. Selain itu, sebelum
peraturan ditetapkan biasanya dilakukan uji publik dan sosialisasi kepada
masyarakat. Dalam proses penataan pasar juga dilibatkan asosiasi
pedagang sebagai salah satu stakeholder agar kebijakan yang diambil dapat
diterima dan dijalankan oleh para pedagang.

Tujuan
Kebijakan

Tujuan utama kebijakan pengelolaan pasar 122ublic untuk menciptakan
ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi pedagang maupun
122ublic122ral yang berbelanja. Selain itu kebijakan ini juga bertujuan
agar aktivitas perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan pasar dapat
kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Evaluasi
Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan dengan melihat kondisi pasar pada tahun
2024 yang masih semrawut dan tidak tertata. Berdasarkan kondisi tersebut
pemerintah mengambil kebijakan revitalisasi pasar serta melakukan
penertiban pedagang yang sebelumnya berjualan di luar area pasar agar
menempati lapak yang telah disediakan di dalam pasar.
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Coding Data Wawancara

Informan: Dr. Nasruddin S. STP., M.M (Kepala Dinas Perindag Kabupaten Pinrang)
Fokus: Perumusan & implementasi kebijakan)

Aktivitas Pasar
Pagi

Coding Narasi

Proses Proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar dilakukan melalui

Perumusan rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Perdagangan, UPTD pasar,

Kebijakan kecamatan, serta pihak terkait lainnya. Keberadaan pasar pagi pada
awalnya berkembang dari aktivitas masyarakat, kemudian pemerintah
melihat perlunya pengaturan agar tidak mengganggu ketertiban umum.
Oleh karena itu disepakati pembatasan jam operasional pasar pagi
melalui forum rapat bersama, meskipun SOP khusus pasar pagi masih
dalam tahap perencanaan.

Pengaturan Aturan yang secara langsung mengatur aktivitas pasar pagi saat ini

berkaitan dengan jam operasional, yaitu mulai pukul 06.00 sampai
dengan jam 11.00. Pengaturan ini dilakukan agar aktivitas
perdagangan tidak berlangsung terlalu lama dan tidak mengganggu
aktivitas pasar sentral yang ada didalam. Selain itu pemerintah juga
berupaya menata pasar pagi agar dapat ditempatkan di area yang lebih
tertib di sekitar Pasar Sentral.

Pengawasan dan
Penertiban

Pengawasan terhadap pedagang pasar pagi dilakukan melalui
pemantauan langsung di lapangan pada jam operasional. Petugas turun
untuk mengingatkan pedagang agar tidak berjualan di bahu jalan dan
mematuhi waktu yang telah ditentukan. Penertiban dilakukan secara
bertahap melalui imbauan dan teguran, namun dalam pelaksanaannya
masih ditemukan pedagang yang melanggar aturan karena belum
adanya SOP yang jelas serta kondisi parkir yang belum tertata dengan
baik.

Koordinasi Antar
Instansi

Koordinasi antara UPTD pasar, Satpol PP, dan pihak kecamatan pada
dasarnya sudah dilakukan, terutama ketika ada kegiatan pengawasan
atau penertiban pedagang. Koordinasi tersebut biasanya dilakukan
melalui rapat bersama. Namun dalam pelaksanaannya koordinasi
tersebut belum sepenuhnya efektif karena pengawasan tidak selalu
dilakukan secara berkelanjutan sehingga pedagang sering kembali
melanggar aturan setelah penertiban dilakukan.

Kendala
Implementasi
Kebijakan

Kendala yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan
pengelolaan pasar adalah rendahnya tingkat kepatuhan pedagang serta
keterbatasan fasilitas pasar. Meskipun pemerintah telah memberikan
imbauan kepada pedagang, pelanggaran terhadap aturan masih sering
terjadi sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara
maksimal.
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Informan: Muh Aris (Kepala UPTD/Pelaksana Pasar Kabupaten Pinrang)
Fokus: (Implementasi kebijakan)

Coding

Narasi

Sistem Pengelolaan
Pedagang

Sistem pengelolaan pedagang di Pasar Sentral dilakukan melalui
pendataan pedagang, penempatan lokasi berjualan sesuai jenis
dagangan, serta pengaturan kebersihan pasar. Pedagang yang
berjualan di dalam pasar tercatat secara resmi dan diwajibkan
mengikuti ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh
pengelola pasar dengan memantau aktivitas pedagang serta
memastikan pedagang berjualan di tempat yang telah ditentukan.
Jika ditemukan pelanggaran, pengelola pasar akan berkoordinasi
dengan Dinas Perdagangan dan Satpol PP.

Pelanggaran Area

Masih terdapat pedagang yang berjualan di luar area resmi pasar,

Penertiban Pasar Pagi

Berjualan terutama di bahu jalan. Penanganan yang dilakukan biasanya
berupa teguran dan imbauan kepada pedagang. Namun ketika
petugas tidak berada di lokasi, pedagang sering kembali
berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan.

Peran UPTD dalam Peran UPTD dalam menertibkan pasar pagi lebih banyak

dilakukan melalui pengawasan dan koordinasi dengan instansi
terkait. Pengelola pasar memantau langsung kondisi di lapangan
serta memberikan imbauan kepada pedagang agar mematuhi jam
operasional yang telah ditentukan. Selain itu, UPTD juga
berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan pihak
kecamatan apabila diperlukan tindakan penertiban.

Ketersediaan Petugas
dan Fasilitas

Dari sisi jumlah petugas sebenarnya sudah cukup

tapi kalo fasilitas pasar ini terbatas itulah makanya banyak
pedagang bolos keluar kegunaan kita selaku kepala UPTD disini
mengelola kembali, dan anggaran yang diberikan oleh bupati 2x
angaran, inilah pasar pagi mau ditata, kami sedang melakukan
revitalisasi pasar dan penataan ulang pedagang agar pasar pagi
dapat diarahkan masuk ke dalam area pasar.

Ketidakkonsistenan
Penertiban

Penertiban terhadap pedagang sebenarnya telah dilakukan,
namun dalam pelaksanaannya lebih banyak berupa teguran
dibandingkan 124ublic124r tegas. Selain itu, pengawasan yang
tidak selalu dilakukan secara terus-menerus menyebabkan
pedagang merasa masih dapat berjualan di luar area pasar
sehingga pelanggaran sering 124ublic124 terjadi.
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Coding Data Wawancara

Informan: Hasri Hadi (Kabid Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat

Kabupaten Pinrang)
Fokus: (Pengawasan & disposisi pelaksana)
Coding Narasi
Keterlibatan Satpol PP | Satpol PP terlibat dalam penertiban pasar pagi terutama ketika

dalam Penertiban

aktivitas pedagang sudah dianggap mengganggu ketertiban umum
dan lalu lintas di sekitar pasar. Namun penertiban tersebut tidak
dilakukan setiap hari dan biasanya dilakukan pada waktu-waktu
tertentu ketika kondisi di lapangan dinilai sudah memerlukan
tindakan penertiban

Kendala Penegakan
Aturan

Salah satu kendala utama dalam penegakan aturan di lapangan
adalah rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan
yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi pengawasan dari
pengelola pasar dinilai belum berjalan secara optimal sehingga
penertiban sering bergantung pada Satpol PP. Padahal Satpol PP
juga memiliki tanggung jawab untuk menangani pedagang kaki
lima di berbagai wilayah lain.

Koordinasi Antar
Instansi

Koordinasi antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan UPTD
Pasar biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi. Dalam rapat
tersebut disepakati berbagai langkah penertiban, termasuk
kewajiban pedagang untuk berjualan di dalam area pasar dan
batas waktu pelaksanaannya. Setelah kesepakatan dicapai, Satpol
PP kemudian turun ke lapangan untuk melakukan penertiban
sesuai dengan hasil rapat tersebut.

Ketidakkonsistenan
Pengawasan

Meskipun penertiban pernah dilakukan, pedagang sering
kembali melanggar aturan karena pengawasan tidak
dilakukan secara konsisten. Ketika pengawasan tidak
berjalan secara berkelanjutan, pedagang cenderung kembali
melanggar aturan yang telah ditetapkan.
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Coding Data Wawancara

Informan: Muh Ikbal Tahir (Kasi Trantib Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)

Fokus: (Implementasi Kebijakan & Koordinasi Wilayah)

Coding Narasi

Peran Pihak kecamatan berperan memberikan imbauan kepada pedagang agar

Kecamatan aktivitas pasar pagi tidak mengganggu ketertiban umum, terutama

dalam terkait kemacetan di sekitar pasar. Pedagang diingatkan agar berjualan

Pengawasan di dalam area pasar dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat
berjualan.

Koordinasi Koordinasi itu ada, biasanya lewat kerja sama dan rapat. Kemarin

Antar Instansi sempat bermasalah karena pedagang berjualan di bahu jalan. Dari hasil

rapat disepakati pasar pagi diatur jam 6 sampai jam 11. Kalau sudah
lewat jam itu, seharusnya tidak ada lagi aktivitas di luar. Penertiban
dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan tersebut.

Sosialisasi Kebijakan terkait pengaturan pasar pagi telah disosialisasikan kepada
Kebijakan pedagang, terutama mengenai jam operasional dan larangan berjualan
di jalan. Namun dalam praktiknya masih terdapat pedagang yang tidak
mematuhi aturan tersebut dan tetap berjualan melebihi jam yang telah

ditentukan.
Efektivitas Secara umum kebijakan pengaturan pasar pagi sudah berjalan, namun
Pelaksanaan belum sepenuhnya efektif. Di lapangan masih ditemukan pedagang
Kebijakan yang berjualan di bahu jalan, aktivitas pasar yang berlangsung hingga

sore hari, serta kondisi parkir yang belum tertib. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum maksimal.
Keberadaan pasar pagi pada awalnya muncul dari inisiatif pedagang

Latar Belakang dan kemudian berkembang seiring waktu. Pemerintah sebelumnya
Penertiban . o ) . .

. cenderung membiarkan aktivitas tersebut sambil mencari solusi
Pasar Pagi

penataan. Permasalahan muncul ketika pedagang mulai menggunakan
badan jalan untuk berjualan sehingga mengganggu ketertiban umum,
termasuk akses kendaraan dan ambulans serta menimbulkan kondisi
parkir yang semrawut.
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Coding Data Wawancar Informan: Masna (Pedagang Pasar Pagi Kabupaten Pinrang)
Fokus: (Dampak kebijakan & kondisi sosial ekonomi)

Coding

Narasi

Alasan Pedagang
Berjualan di Luar
Pasar

Pedagang memilih berjualan di luar area pasar atau di bahu jalan
karena fasilitas di dalam pasar sebelumnya belum layak untuk
ditempati. Kondisi pasar sempat mengalami renovasi yang awalnya
dijanjikan selesai dalam waktu enam bulan, namun proses perbaikan
berlangsung hingga sekitar satu tahun. Selama masa renovasi tersebut
banyak pedagang memilih berjualan di luar pasar.

Pengetahuan
Pedagang tentang
Aturan Pasar

Pedagang mengetahui adanya aturan terkait aktivitas pasar pagi,
terutama mengenai pembatasan jam operasional. Pedagang
diperbolehkan berjualan mulai pukul 06.00 hingga 11.00 siang.
Informasi mengenai aturan tersebut sudah pernah disampaikan oleh
petugas kepada para pedagang.

Teguran dari
Petugas

Pedagang mengakui pernah mendapatkan teguran dari petugas terkait
pelanggaran aturan. Namun teguran tersebut biasanya hanya berupa
imbauan tanpa adanya sanksi tegas sehingga masih banyak pedagang
yang tetap melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Kondisi Fasilitas
Pasar

>’Fasilitas dulu masih kurang. Banyak pedagang mengeluh karena
model los yang dibangun tidak nyaman dipakai jualan. Bahkan ada
yang bilang mirip kandang sapi daripada tempat berdagang. Kita
disuruh masuk dalam pasar malah tidak disediakan tempat jualan
yang layak, Itu juga yang bikin sebagian pedagang malas masuk
kedalam pasar.

Persepsi
Pedagang
terhadap
Keadilan
Kebijakan

Kalau menurut kami, dulu memang belum sepenuhnya adil. Kami
diminta tertib dan patuhi aturan, tapi fasilitas di dalam pasar belum
mendukung sepenuhnya. Selain itu, karena kurang ketagasan, ada
pedagang yang patuh dan ada juga yang masih melanggar tapi tidak
ditindak.”
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Coding Data Wawanca Informan: Riska (Masyarakat Setempat Kabupaten Pinrang)
Fokus: (Dampak kebijakan)

Coding Narasi
Dampak Menurut masyarakat, keberadaan pasar pagi pada dasarnya muncul karena
Ekonomi adanya kebutuhan ekonomi. Pasar pagi memberikan kesempatan bagi

pedagang kecil untuk mencari nafkah serta memudahkan masyarakat
dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan
pasar pagi tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai sesuatu yang salah
karena memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Gangguan Kalau dulu sebelum ditertibkan, memang ada beberapa keluhan. Terutama
Aktivitas kemacetan, karena pedagang pakai badan jalan, jadi kendaraan susah
lewat. Kebersihan juga kadang kurang terjaga dan sampah itu juga harus
dibersihkan terutama pada selokan selokan yang tersumbat apalagi itu
penjual ikan harusnya didalam pasar supaya segar juga, tidak
mengganggu penguna jalan karena tutup hidung ki klo lewat karena bau
ikan, Sama itu jalan pasar di perbaiki dulu biar orang ke pasar juga enak.
Jadi bisa dibilang, iya, sempat mengganggu aktivitas masyarakat
sekitar.”’.

Pengawasan Pengawasan dari pemerintah sudah ada, tapi ke depannya memang perlu
Pemerintah lebih ditingkatkan lagi sama dipertegas juga. Supaya pedagang juga patuh
terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Karena kalau hanya diingatkan
saja tanpa ketegasan, biasannya lama-lama mereka kembali lagi seperti
sebelumnya. Jadi menurut saya, pengawasan tetap harus dilakukan secara
rutin dan konsisten agar ketertiban bisa terus terjaga.”

Kondisi Pasar | Masyarakat menilai kondisi pasar saat ini sudah lebih tertib dibandingkan
sebelumnya karena pedagang telah diarahkan untuk berjualan di dalam
area pasar. Namun demikian, pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan
agar kondisi yang lebih tertib ini dapat terus dipertahankan dan tidak
kembali seperti sebelumnya.




Menimbang

Mengingat

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

.

1.

BUPATI PINRANG,
bahwa pasar rakyat merupakan salah satu pilar
kekuatan eckonomi masyarakat, pengelolaan pasar
rakyat perlu diatur untuk menjangkau kepentingan
setiap pelaku pasar sehingga masyarakat memperoleh
rasa aman dan tertib dalam beraktifitas di pasar;

. bahwa untuk meningkatkan kekuatan perckonomian

masyarakat melalui pasar rakyat perlu menciptakan
ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan
dalam melaksanakan pengelolaan pasar sehingga
masyarakat dan pelaku pasar rakyat bersama
menikmati keberadaan pasar rakyat sebagai sarana
perckonomian;

. bahwa wuntuk memberikan arah, landasan dan

kepastian hukum kepada semua pelaku pasar rakyat,
maka perlu pengaturan tentang pengelolaan pasar
rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dimaksud dalam huruf a, huraf b, dan
huruf ¢, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
{Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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orang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di Pasar
Rakyat serta menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan
kenyamanan kegiatan di Pasar Rakyat.

Pasal 4
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaan;
b. penataan;
c. pelaksanaan;
d. pengendalian;
e. larangan;
f. pembinaan dan pengawasan.
BAB Il
PERENCANAAN
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat program kegiatan
perencanaan Pengelolaan Pasar Rakyat.

(2) Perencanaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. perencanaan fisik; dan
b. perencanaan nonfisik.

Pasal 6

(1) Perencanaan fisik sebagaima dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
a, meliputi:

a. penentuan lokasi;

b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat; dan

c. sarana pendukung.

(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru maupun revitalisasi
Pasar Rakyat.

(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ berlaku untuk rehabilitasi Pasar Rakyat lama.

(4) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
antara lain:

a. mengacu pada dokumen perencanaan dan pembangunan yang
berlaku di daerah;

b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan
ekonomi masyarakat;

c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang
menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan
dengan lokasi Pasar Rakyat baru maupun revitalisasi yang akan
dibangun/direvitalisasi; dan

d. memiliki Analisa dampak lingkungan dan Analisa sosial ekonomi.

(5) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
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(6)

1

—_—

(2)

(3)

4

(5)

(1)

a. bangunan toko/kios/flos dibuat dengan ukuran standar ruang
tertentu;

. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;

. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;

. penataan toko/kios[los berdasarkan jenis barang dagangan; dan

. bentuk bangunan dan nama Pasar Rakyat selaras dengan
karakteristik budaya Daerah dan nasional.

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

antara lain:

a. kantor pengelola;

b. area parkir;

c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan

sampah;

air bersih;

. sanitasi/drainase;

tempat ibadah;

toilet umum;

[c BN =N I =

. pos keamanan;
tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
. kemetrologian/penteraan;
sarana komunikasi;
. penghijauan dan penerangan halaman pasar; dan
. area bongkar muat dagangan.

EECERT SRR DD A

Pasal 7
Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada
Purwarupa Pasar Rakyat.
Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
Kriteria Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4
(empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
a. Pasar Rakyat tipe A;
b. Pasar Rakyat tipe B;
c. Pasar Rakyat tipe C;
d. Pasar Rakyat tipe D.
Kriteria Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Pasar Rakyat tipe
C, dan Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada avat (4)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada
Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ayat
(1).
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10,

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja
masing-masing.

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan
dikelola cleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan
usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat
berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh
pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, Badan
Usaha Milik Desa, koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-
menawar,

Pengelola Pasar Rakyat adalah Kepala Pasar, pejabat keuangan,
dan pejabat teknis lainnya yang bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Pasar.

Pengelolaan Pasar Rakyat adalah perencanaan, penataan,
pelaksanaan, dan pengendalian Pasar Rakyat.

Surat Keterangan Pemakaian Tempat yang selanjutnya disingkat
SKPT adalah surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Dinas
kepada perseorangan atau badan untuk menempati kios dan los
di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh pemerintah daerah.
Purwarupa Pasar Rakyat adalah model atau prototipe dari pasar
rakyat yang dikembangkan sebagai acuan atau contoh dalam
upaya meningkatkan kualitas pasar rakyat.

Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut pelataran adalah
bagian dari Pasar Rakyat di luar bangunan Pasar Rakyat baik
yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak.

Pedagang adalah orang/badan yang melakukan kegiatan
penjualan barang/jasa di dalam pasar danfatau di Pelataran
Pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu
yang ditetapkan.

Forum Komunikasi adalah wadah bagi Pedagang/Pelaku usaha
dan Pengelola Pasar Rakyat yang berfungsi sebagai sarana
informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bagi
pedagang/pelaku usaha dan Pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini memberikan dasar hukum untuk
melaksanakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat, bertujuan untuk penguatan kelembagaan
Pengelola Pasar Rakyat dan memberikan kepastian hukum bagi setiap
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orang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di Pasar
Rakyat serta menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan
kenyamanan kegiatan di Pasar Rakyat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

meanop

(1

(2

(1

(2

@3

(4

(5

_— e

—_— =

—

perencanaan;
penataan;

pelaksanaan;

pengendalian;

larangan;

pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5
Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat program kegiatan
perencanaan Pengelolaan Pasar Rakyat.
Perencanaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. perencanaan fisik; dan
b. perencanaan nonfisik.

Pasal 6

Perencanaan fisik sebagaima dimaksud dalam Pasal S ayat (2) huruf

a, meliputi:

a. penentuan lokasi;

b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat; dan

¢. sarana pendukung.

Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru maupun revitalisasi

Pasar Rakyat.

Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf ¢ berlaku untuk rehabilitasi Pasar Rakyat lama.

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

antara lain:

a. mengacu pada dokumen perencanaan dan pembangunan yang
berlaku di daerah;

b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan
ekonomi masyarakat;

c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang
menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan
dengan lokasi Pasar Rakyat baru maupun revitalisasi yang akan
dibangun/direvitalisasi; dan

d. memiliki Analisa dampak lingkungan dan Analisa sosial ekonomi.

Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
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a. bangunan toko/kiosflos dibuat dengan ukuran standar ruang
tertentu;
. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
bentuk bangunan dan nama Pasar Rakyat selaras dengan
karakteristik budaya Daerah dan nasional.
{6) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
antara lain:
a. kantor pengelola;
b. area parkir;
c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan
sampah;
. air bersih;
sanitasi/drainase;
tempat ibadah;
toilet umum;
. pos keamanan;
tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
. kemetrologian/penteraan;
sarana komunikasi;
. penghijanan dan penerangan halaman pasar; dan
. area bongkar muat dagangan.

P oo

sgrETOEPR MO A

Pasal 7

(1) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada
Purwarupa Pasar Rakyat.

{2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.

(3) Kriteria Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a disesunaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4
(empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:

a. Pasar Rakyat tipe A;
b. Pasar Rakyat tipe B;
c. Pasar Rakyat tipe C;
d. Pasar Rakyat tipe D.

{3) Kriteria Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Pasar Rakyat tipe
C, dan Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada
Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ayat
-
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(2

(3)

(1

2

(1)

(2

(1)

Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan

Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibangun dengan ketentuan:

a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m2 {enam ribu meter persegi);

b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang
kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;

. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;

memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;

. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;

merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam,

bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;

g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas

pembantuan;

h. merupakan hasil efisiensi anggaran (refocusing); dan/atau

i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan h hanya dapat

dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun

anggaran berjalan.

me a0

Pasal 9

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
dilakukan Pembangunan/Revitalisasi  berdasarkan  usulan
perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan
bersama Dinas.

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang
meliputi atap, selasar/koridor/gang, toko/kios, los, danj/atau
hamparan/dasaran/jongko.

Pasal 10
Perencanaan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar
operasional dan prosedur yang ditetapkan.
Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:
sistem penarikan retribusi;
sistem keamanan dan ketertiban;
sistem kebersihan dan penanganan sampabh;
sistem perparkiran;
sistem pemeliharaan sarana pasar;
sistem kemetrologian/penteraan; dan
sistem penanggulangan kebakaran.

mReeranCe

Pasal 11
Perencanaan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah
daerah dan rencana strategis Dinas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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(2) Perencanaan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas dan rencana kerja
pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

BAB III
PENATAAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 12

(1) Bupati menetapkan struktur organisasi Pengelola Pasar Rakyat
berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(2) Struktur organisasi Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. kepala pasar; dan
b. petugas pasar.

(3) Struktur organisasi Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan Tempat

Pasal 13

(1) Bupati melalui Kepala Dinas berwenang untuk mengatur
penggunaan tempat di dalam Pasar Rakyat sesuai jenis barang/jasa
yang diperdagangkan.

(2) Kepala Dinas berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di
Pelataran Pasar Rakyat dengan memperhatikan kebutuhan tempat
dan luas lokasi yang tersedia.

(3) Pedagang di Pasar Rakyat tidak diperkenankan meletakkan
dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau melakukan
pekerjaan lain di jalan keluar masuk dan/atau jalan yang
menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam Pasar
Rakyat.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pemeliharaan

Pasal 14
(1) Dalam melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah
melakukan pemeliharaan Pasar Rakyat.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Perbaikan prasarana dan sarana pasar dan pemeliharaan
kebersihan;
b. Keamanan; dan
c. Ketertiban pasar.
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(3) Pelaksanaan pemeliharaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
a. Dinas melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana serta
pemeliharaan pasar;
b. Dinas kebersihan melaksanakan kebersihan Pasar; dan
c. pengelola Pasar melaksanakan keamanan dan ketertiban pasar.

Bagian Kedua
SKPT

Pasal 15

(1) Setiap Pedagang dapat memakai tempat wusaha/berjualan/
berdagang secara tetap atau di tempat lain yang dikuasai atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki
SKPT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

(2) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak
penempatan kepada Pedagang yang memperoleh fasilitas Pasar
Rakyat untuk kelangsungan berdagang di dalam Pasar Rakyat yang
dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemegang SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
Pedagang di dalam Pasar Rakyat yang dikuasai atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(4) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan bukti
kepemilikan.

(5) Jangka waktu kepemilikan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 16
(1) Setiap pedagang yang ingin memiliki SKPT terlebih dahulu
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui
Dinas.
Persyaratan mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Pedagang lama meliputi:
a. surat perjanjian dan/atau izin yang lama; dan
b. surat pernyataan bersedia menaati kewajiban pedagang Pasar
Rakyat.
Persyaratan mendapatkan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) untuk Pedagang baru terdiri atas:
nama;
tempat, tanggal lahir;
agama;
kewarganegaraan;
alamat;
luas dan letak tempat berjualan; dan
jenis dagangan.
ersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
materai secukupnya,
foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
fotokopi /pindai KTP; dan
surat pernyataan bersedia.

2

-_—

(3

PRS0 o

(4

—_—

o op
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Pasal 17

(1) Izin menggunakan tempat berdagang di Pasar Rakyat dicabut
apabila:

a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;

b. diperoleh secara tidak sah;

c. pemegang izin menggunakan kios/los/pelataran tidak sesuai
peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan,
kepentingan umum atau lingkungan hidup;

d. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) paling
lama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;

e, pemegang izin yang tidak membayar retribusi berdasarkan
peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi Daerah; dan

f. pemegang SKPT yang tidak menggunakan tempat atau
meninggalkan tempat selama 60 ([enam puluh) hari tanpa
keterangan.

{2) Peringatan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a, peringatan lisan; dan

b. peringatan tertulis dari Kepala Pasar atas nama Kepala Dinas.

{3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati
oleh pemegang izin, izin dapat dicabut oleh Kepala Dinas.

(4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin belum
mengosongkan tempat berjualan maka Kepala Dinas dapat
melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa.

Pasal 18
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berakhir,
apabila:
a. pemegang izin mengundurkan diri; dan
b. izin dicabut apabila pemegang izin meninggal dunia.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. tertulis; dan/atau
b. tidak menggunakan tempat sesuai SKPT paling lama 2 (dua)
bulan berturut-turut.

(3) Ahli waris pemegang izin paling lama 15 (lima belas) hari setelah
pewaris meninggal dunia mengajukan permohonan pergantian SKPT
diketahui oleh Kepala Desa/Lurah domisili terakhir pewaris.

(4) Apabila permohonan pergantian SKPT dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Kepala Pasar dapat
mengalihkan kepada orang lain.

Bagian Ketiga
Sistem Pembayaran

Pasal 19
(1) Sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli di
Pasar Rakyat dilakukan secara tunai dan non tunai (cash less).
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{2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak Bank
terhadap pemberlakuan sistem pembayaran secara non tunai (cash
less).

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembayaran secara non
tunai (cash less) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

3

_—

Bagian Keempat
Tata Tertib

Pasal 20

Setiap orang yang berjualan dan/atau menjalankan usaha di dalam

Pasar Rakyat setiap saat harus dapat menunjukkan tanda bukti

pembayaran retribusi.

(2) Penguasaan kios, los, dan penguasaan Pelataran Pasar, setiap saat
harus dapat menunjukkan SKPT.

(3) Pemilik bangunan permanen/semi permanen di dalam Pasar Rakyat
setiap saat harus dapat menunjukkan izin pembangunan swadaya
kios/los.

(4) Semua Pedagang dan/atau yang menjalankan usaha menggunakan
api di dalam Pasar Rakyat wajib memiliki alat pemadam kebakaran
yang masih berfungsi dan memegang prinsip kehati-hatian.

(5) Pedagang mengatur barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi
batas tempat yang menjadi haknya serta tidak membahayakan
keselamatan umum,

(1

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 21
Pedagang yang berjualan di wilayah Pasar Rakyat mempunyai hak:
a. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan haknya;
b. melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang
berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
c. memperoleh perlindungan hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pedagang di Pasar Rakyat berkewajiban:

a. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu berdasarkan
peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi Daerah;

b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan
lingkungan;

c. mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak
melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya serta tidak
membahayakan keselamatan umum; dan

d. menaati semua ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.
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Pasal 23

Pengelola Pasar Rakyat berhak untuk mengatur dan mengoordinasikan
Pengelolaan Pasar Rakyat yang menjadi lingkup tugasnya.

Pasal 24

Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban:

a.

b.

a.

menyusun perencanaan program dan kegiatan dibidang Pengelolaan
Pasar Rakyat:

mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang
Pengelolaan Pasar Rakyat;

menyusun kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar Rakyat yang
meliputi penataan ketertiban dan pengembangan sarana dan
prasarana Pasar Rakyat sebagai pedoman acuan kerja;
mengoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan
keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan lingkungan Pasar Rakyat;
mengoordinasikan perencanaan dan pengelolaan sampah di
lingkungan Pasar Rakyat; dan

mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan,
pengawasan, pemeliharaan air bersih, penerangan Pasar Rakyat, dan
perlengkapan lainnya di lingkungan Pasar Rakyat.

BABV
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan
Pasal 25
Pendanaan Pengelolaan Pasar Rakyat bersumber dari:
APBN;
APBD; dan

b.
c.

(n
(2)

3

-

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Forum Komunikasi

Pasal 26
Dinas membentuk Forum Komunikasi di setiap Pasar Rakyat sebagai
wadah bagi Pedagang/penjual dan Pengelola Pasar Rakyat.
Forum Komunikasi terdiri atas:
. Kepala Dinas;
. Kepala Pasar;
perwakilan Pedagang kios;
. perwakilan Pedagang los; dan
. perwakilan masyarakat disekitar Pasar Rakyat.
Farmn Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
wadah bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat
untuk pemenuhan hak dan kewajiban Pedagang.

e AN o
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BAB VI
LARANGAN

Pasal 27
(1) Semua Pedagang di dalam Pasar Rakyat, dilarang:

a. memiliki SKPT lebih dari 2 (dua) dalam satu lokasi;

b. mengalihkan SKPT kepada orang lain untuk digunakan sebagai
pemakaian kios dan/atau los yang sah tanpa izin dari Kepala
Dinas;

c. mengotori halaman, kios, bangunan, dan peralatan serta barang
inventaris Pasar Rakyat;

d. masuk ke dalam Pasar Rakyat dengan keadaan menderita luka
yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk:

a. pelatihan manajemen pasar bagi pengelola Pasar Rakyat;

b. pendampingan pedagang berupa peningkatan keterampilan dagang,
pengelolaan keuangan usaha, dan promosi barang dagangan;

c. pembinaan kebersihan dan Kesehatan berupa program edukasi
kepada pengelola dan pedagang mengenai pentingnya kebersihan
dan Kesehatan di Pasar Rakyat; dan

d. penggunaan teknologi bagi pedagang pasar seperti sistem
pembayaran digital, dan sistem informasi pasar yang memudahkan
komunikasi antara pengelola, pedagang, dan konsumen.

Pasal 29
Pengawasan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dalam
bentuk:
a. pengawasan kebersihan dan sanitas yang dilakukan secara berkala;
b. pengawasan ketersediaan dan kualitas produk;
c. pengawasan penggunaan lahan guna memastikan Pasar Rakyat
dikelola sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan;
d. penegakan peraturan dan ketertiban; dan
e. audit kenangan dan laporan pengelolaan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi
administratif oleh Kepala Pasar.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

d. teguran lisan;

e. tepguran tertulis;

f. pencabutan izin dan/atau

(1

—



g. denda administratif.

(3) Dalam hal setelah sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pedagang masih tidak menaati ketentuan yang ada, maka Kepala
Dinas melakukan pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau
untuk selama-lamanya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap
semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam
bidang Pengelolaan Pasar Rakyat masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, SKPT yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal
berakhirnya.

1

—_—

@

_

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemabaran Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 18 September 2024
Pj. BUPATI PINRANG

AHMADI AKIL ~

Diundangkan di Pinrang

pada tnggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

A.C KERRANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG, PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.06.077.24
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

1. UMUM

11

=

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Selatan yang memiliki potensi perekonomian yang cukup
menjanjikan. Berbagai sektor khususnya di bidang perdagangan
menjadi penting untuk ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan
pelayanan publik dari aspek perdagangan adalah dengan
berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk,
fasilitas, dan ukuran serta sarana dan prasarana pelayanan yang
senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

Hal ini kemudian menginspirasi pemerintah daerah melalui dinas
yang membidangi perdagangan untuk melakukan upaya pengelolaan
Pasar Rakyat khususnya yang ada di Kabupaten Pinrang guna
mengembalikan eksistensi keberadaan Pasar Rakyat sebagai pusat
perekonomian masyarakat Kabupaten Pinrang.

Pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai bentuk
komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memaksimalkan
pengelolaan Pasar Rakyat yang merupakan asset-aset penting agar
pengaturan ini diharapkan mampu memberikan penguatan
kelembagaan pengelola Pasar Rakyat dan memberikan kepastian hukum
bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha
perdagangan di Pasar Rakyat serta menciptakan ketertiban, keamanan,
kebersihan, dan kenyamanan kegiatan di Pasar Rakyat.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perencanaan fisik” adalah proses
perencanaan yang berfokus pada penataan, pengaturan,
pengelolaan, dan pengembangan pasar rakyat.
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BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

.PEN'YELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,
bahwa ketertiban, kebersihan, dan keindahan merupakan
hal yang sangat penting untuk mewujudkan Kabupaten
Pinrang yang aman, bersih, sejahtera, rapi, indah dan
teduh sehingga dapat memberikan kenyamanan dan
ketenteraman bagi masyarakat;

. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi aparat

penegak Peraturan Daerah dan masyarakat dalam
memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan maka
perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keindahan
dan Kebersihan,

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik’
Indonesia Nomor 4725);
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Pasal 10
(1) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam
kendaraan.
(2) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang :
a. membuang. sampah di jalan dan tempat umum/sungai, selokan
dan/atau di luar tempat sampah yang tersedia;
b. meludah di jalan atau sembarang tempat; dan
¢. merokok di tempat umum.

Pasal 11
(1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
(2) Setiap orang atau I:l\adan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur
perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



TERTIB TE BAB X1
TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Tertib Tempat Usaha
(1) Setiap or
ang ata Pasal 33 ‘
(2) é‘l‘Eﬁ:t usalh, 2 badan bertanggung jawab dalam meniag? ketertiban di
P orang  at
glemmbulka-“ d:;?n ‘;ﬂﬁian yang dalam melakukan kegiatan usahanya
ernyataan  Pengeloiaan 1 oooP, lingkungan wajib _memiliki _Surat
Lingkungan/Upaya ;9-1'1 Lingkungan (SPPL), Upaya Pemantauan \
’;:I—gku ngan, engelolaan  Linglungan  (UPL/UKL)  atat 1zin '.
ain delumen i
orang atau badanh:‘c%k?ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setap
1zin Usaha serta per clum melakukan kegiatan usaha harus memiliki Surat
sesuai dengan peratuzrl;:n lamné,a dari Bupati atau Pejabat yang perwenang
perundang-undangan.

(3

Setiap orang dilarang : Pasal 34
a. men :
dik oﬁ;g:rl;?km/ mtEmanfa.atkan jalan untuk kegiatan
peruntuk: atau memperoleh keuntungan yang tidak
b. berda an/fungsi jalan;
‘ trotcaf‘antg)e?éz:hmen.empa?kan barang dagangannya dipinggir jalan dan
kepenti,nga_n UmuE:n f;inbaglag jalan/trotoar, serta tempat-tempat untuk
nya; dan
c: '
iz;ﬁzﬂ;t atau membongkar trotoar untuk kepenting
pat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

apapun yang
sesuai dengan

an pribadi kecuali

i Pasal'35
(1) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian
kepentingan umum lainnya scbagai tempat usaha

yang telah direncanakan.
(2) Penetapan bagian jalan dan tempat kepentingan umum sebag

ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

jalan dan tempat-tempat
PKL pada suatu kegiatan

aimana pada

Pasal 36

(1) Setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab
terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan
lingkungan  serta berdagang Yyang

bersangkutan.
(2) Setiap PKL yang melanggar ke
akan dilakukan penertiban ole

Bagian Kedua

Tertib Usaha Tertentu

keindahan di sekitar tempat
tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
h Petugas yang berwenang.

Paragraf 1
Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 37

la tempat hiburan dan rekreasi, wajib: ‘
E zenﬁf;cr)lgawasi': dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung ur}tuk
. tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta tidak
melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
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Kondisi Kebersihan Di luar Pasar

Kondisi di dalam Pasar Sentral Pinrang
Sentral Pinrang
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QJ MAJELIS DIKTI DAN LITBANG PIMPINAN pUSAT G RAPPANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH smENREP 1
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU %0 2019

. j:
Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan pendidikan ﬁngs. idrap - sul-sel
Jin Angk. 45 No.1 A Telp. (0421) 93308 Lt. Sato Rappand ng@Em Al.COM
Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: fsipolunarcppnE SR
Eomor : 13551’REK..'1l.3.AUfF/FISIP.UMSR."2025
amp ;-

Hal :Rekomendasi Permohonan Izin Penelitian

Yth  : LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Di _
Tempat

Assalamu Alaikum Wr, W,

Dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa tahap akhir penyelesaian studi di Fakultas
Timu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, maka dimohon
kesediaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan rekomendasi izin penelitian kepada

mahasiswa :

Nama :  Nurhayati

NIM : 0910580322073

Program Studi :  Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang.

Untuk rﬁengada.kan penelitian pada instansi yang bersangkutan, sesuai dengan judul
penelitian (skripsi) di atas.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb,

Lautang Salo, 16 Desember 2025

Tembusan :
1. Rektor UMS Rappang
2. Wakil Rektor 1

3. Pertinggal m—
TS Rnppany ¢ The Digtiet Eanepronsirshis Hnioceity
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MAJELIS DIKTI DAN LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/1/2019
JinAngk. 45 No.1 A Lt. SaloRappang - Sidrap - Sul-SelTelp. (0421) 93308

Website: www.umsrappang.ac.iddanEmail: institusi®umsrappang.ac.id

Nomor : 869/PRM/IL.3.AU/F/LP3M.UMSR/2025
Lamp : -
Hal :Permohonan Rekomendasi Penelitian

Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

Di
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan Skripsi bagi mahasiswa tahap akhir penyelesaian studi di
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i)
kiranya berkenan memberikan kesempatan kepada

Mahasiswa:

NAMA : Nurhayati

NPM : 0910580322073

Program Studi : [lmu Pemerintahan

Alamat : Marawi

Skripsi : Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang
Waktu Penelitian : 18 Desember — 18 Februari 2026

Untuk mengadakan penelitian pada instansi yang bersangkutan, sesuai dengan judul penelitian
Skripsi di atas.

Demikian, atas bantuan dan Kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tembusan Kepada Yth.
Rektor UMS Rappang NIDN. 0906017401
Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Ketua Prodi yang bersangkutan

Mahasiswa yang bersangkutan.

Arsip.

oA WN N

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang : The digital entreprencurship university
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ji.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://proptsp.sulselprov.go.id Email : ptsp @sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 29977/S.01/PTSP/2026 Kepada Yth.
Lampiran 3 - Bupati Pinrang
Perihal . Izin penelitian
di-
Tempat

Berdasarkan surat Kepala LP3M Univ. Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor :
869/PRM/II.3.AU/F/LP3M.UMSR/2025 tanggal 17 Desember 20: 3Eerihal tersebut diatas,
mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama . NURHAYATI e

Nomor Pokok - 0910580322073 t S

Program Studi . limu Pemerintaha

Pekerjaan/Lembaga . Mahasiswa (S1)

Alamat : JI. Angk 45 Mo. 1 A Lt. SanRaPpanP Sidrap
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
dengan judul :

" Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang "
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 77 Maret s/d 11 April 2026

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth E‘

1. Kepala LP3M Univ. Muhammadiyah Sidenreng Rappang:
2. Pertinggal.



- - -
() < L

-
</

(VECIEC IS IS

G

924

O

pS

nil

O

()i

)

¥\

O

924

O

2

lIl

S

=Y
YO

@2

.
(G)" (®

D
O

C )0 PR IS )

2V
%

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

Menimbang : bahwa herdasarkan penelitian terbadap permohonan yang diterima tanggal 26-02-2026 atas nama NURHAYATI,
dianggap telah memenhi syarat-syarat yang i rangan Penelitian.

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : SOGMWENMAN/DPMPISPIOMOZG
Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Kete
1. Uldmg-UndngNmstahln 1959;

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
Undang - Undang Nomar 25 Tahun 2007;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
U-dang-UM-quz:lTnhu- 2014;
Pmmmhmmummrm 2014;

PwamnanmMaanmNMJTahuzolsmhn:‘ bitan Surat K P

MWWMNWNMMNTMZDIIM‘M&&MMMW
MentuiDatheyai Nomor 7 Tahun 2014;

PalnuuBnMPhnngNmornM\mzolG:dn
Pamhmuruqmaahmmw_

NNy ewN

KESATU

3 Summmhanunhlhahhs&mslm)hhnﬂan
: Peneliti wajib !

N

Rek dasi Tim Teknis PTSP : 0081/R/T.Teknis/DPMPTSP/02/2026, Tanggal : 2602-2026

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : m?IBAP’PENZUTIANIDPMP!spmﬂOZG, Ta.ngill : 26-02-2026
MEMUTUSKAN

2 nmmwwm:

1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDRAP

2. Alamat Lembaga :JLANGX.ASNO.IALLSMIJRAPPANG

3. Nama Peneliti : NURHAYATI

4. Judul Penelitian ] KEBUAKANPENGEDI-MNPASARSEN’I’RALHNRANG

5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan

6. Sasaranftarget Penelitian % PENGHDMPASARSEN’I’RALPINRANG

7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

paling lambat tanggal 26.08-2026.

ati dan ks dalam Surat Ket g Penehﬁuinisu\anjibmzmbe:ihn
mﬁﬂmmmmmmmmmummmmnwm

:?WTEMWMWWNMMaMmmurdapatkehlimu.duahn

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Februari 2026
P- Ditandatangani Secara Elektronik Oleh -

B0 | N1P. 197406031993112001

==J Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
= Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Balai
Sertifikasi
Elektronik
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PUBLIC INSPIRATION

6 Mei 2026
Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama : Dr. Dra. A. A. Ayu Dewi Larantika, S.E., M.Si.
Institusi : Ketua Penyunting Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Magister

Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa.

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Nurhayati, Barisan, Muh Akbar Ali darlis
Institusi ¢ Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang,
Indonesia

Telah menyerahkan naskah/artikel hasil penelitian dengan judul: “Analisis Perumusan dan
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Penataan Pasar Pagi di Pasar Sentral
Pinrang” dan dinyatakan diterima dan dimuat dalam Public Inspiration: Jurnal Administrasi
Publik Volume 11 No | Bulan Juni tahun 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 6 Mei 2026
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Editor in Chief,

230350139

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana,
Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
JI. Terompong, No. 24, Sumerta Kelod, Denpasar 80239
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